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PRAKATA

Puji syukur hanya ke hadirat Allah SWT, atas rahmat,
taufig dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku yang
berjudul »Safe Deposit Box Syariah Implementasi dan
Kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI di Bank Mandiri
Syatiah” dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang
diharapkan.

Shalawar dan salam penulis persembahkan kepada
junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah
hasanah, yang telah meletakkan dasar-dasar petunjuk kepada
setiap insan untuk kemaslahatan dan keselamatan dunia dan
akhirat.

Penulis  sangat menyadari bahwasanya  dalam
penyelesaian buku ini terdapat banyak hambatan yang penulis
hadapi. Namun, dengan kegigihan dan adanya dukungan dari
semua pihak baik secara moril maupun materil, yang tidak
dapat disebutkan satu persatu namun akan selalu dikenang
hingga ujung usia, sehingga berbagai hambatan bisa terlewati
dengan baik. Semoga Allah SWT, memberikan pahala yang
berlipat ganda atas segala jasa baik yang telah diberikan kepada
penulis.

Untuk itu penulis menyampaikan penghormatan dan
rasa terima kasih kepada Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (I1Q)
Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.
Direktur Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (1I1Q) Jakarta,
Bapak Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, Lc, MA. Ketua
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Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Bapak
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.1., MA. Ibu Dr. Hj. Umi Khusnul
Khotimah, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Hidayat MA, sebagai
dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dengan sabar
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku ini.

Para Dosen Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (I1Q)
Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama
penulis menempuh perkuliahan.

Yayasan Ahya Bilkhair yang telah memberikan bantuan
baik moril maupun materiil sehingga terselesaikannya buku
ini, serta Bapak Ustadz, Dr. H. Ahmad Syukron, MA dan Ibu
Ustdzah, Hj. Yayat Solihat, MA serta seluruh keluarga saya
ucapkan “Jazakumullah Absanal |aza fiddiini Waddunya W al-
akbirah’”.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu
persatu, yang telah membantu dalam proses selesainya buku
ini, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2024

Moh. Ansori
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BAB I
SAFE DEPOSITE BOX DALAM PRAKTIK
PERBANKAN

Bank adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang
keuangan yang perananya cukup penting bagi seluruh sektor
ekonomi indonesia dewasa ini. Ada dua jenis bank, baik bank
yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah yaitu
bank umum dan bank perkreditan rakyat yang mempunyai
saham lebih dari 50% atau yang memegang saham mayoritas

(Persero), selain  dari pada bank sentral yang sangat
berperan memberikan aturan pada lalulintas keuangan dan
sistem perbankan nasional. Seiring berjalannya waktu Bank

Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sentral
keuangan perbakan nasional dan telah menjadi mandiri dan
tidak tercampur dengan lembaga pemerintah.'

Perubahan kemajuan industri perbankan di Indonesia
sangat menarik Hal tersebut dapat dilihat dari
bermunculannya bank asing yang masuk ke industri

perbankan nasional. Indonesia dianggap sebagai pasar yang
potensial, karena mempunyai penduduk yang jumlahnya
sangat besar.  Selain itu alternatif-alternatif perbankan
semakin berkembang, dengan mulai bermunculannya

perusahaan perbankan berbasis syariah. Akibat dari pesatnya

! Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta:
Gramedia, 1988), h. 66
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industri perbankan, membuat bank semakin berkembang
dengan semakin gencar mempromosikan jasa-jasa pelayanan
perbankan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut definisi
yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7, bank yang
menjalankan kegiatan uasahanya berdasarkan Prinsip Syariah
disebut Bank Syatiah.” Sehingga akibat dari pesatnya
perkembangan industri perbankan, maka jasa-jasa pelayanan
perbankan juga semakin mudah di pasarkan, dan satu
diantaranya jasa yang di tawarkan adalah jasa pelayanan Safe
Deposit Box’. Berdasar Kamus Umum Lengkap Inggris
Indonesia memiliki pengertian Safe adalah peti besi, dan yang
dimaksud dengan Deposit adalah simpanan atau menyimpan,

sedangkan Box adalah memasukan kedalam kotak®
Safe Deposite Box bukan hanya ada di bank umum atau

disebut juga dengan bank konvensional, melainkan juga
terdapat pada bank syariah yang sedang ramai beberapa tahun
terahir. Safe Deposite Box Pada bank syariah menggunakan dua
sistem akad, yang pertama yaitu sistem ljarah (Sewa Menyewa)

dan yang kedua yaitu sistem Yad Dhammanab (titipan) amanah.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan, pasal 9 tentang Pendirian dan Kepemilikan Bank
Syariah.

3 Ida Nurhayati, ”Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa
Safe Deposit Box Pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) Kantor
Cabang Utama Melawai Jakarta Selatan” dalam Jurnal Akutansi dan
Kenangan Perbankan,Vol. 1 No. 1 Desember 2013, h. 36

4 John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia,
(Jakarta: Gramedia Utama, 1975), h. 267
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
perbankan yaitu pasal 6 (butir h) menyatakan bahwa salah satu
usaha bank umum yaitu memberikan fasilitas berupa tempat
yang dapat digunakan untuk menyimpan barang ataupun surat
berharga. Ada hal yang membuat penulis tertarik dengan jasa
pelayanan aplikasi Safe Deposite Box, yaitu kurang populernya
produk jasa pelayanan ini, sehingga masih sedikit masyarakat
yang mengerti dan menggunakan produk jas pelayanan Safe
Deposite Box ini.> Akibat dati kurang populernya produk jasa
pelayanan Safe Deposite Box ini dikarenakan Sedikitnya bank
syariah di indonesia yang membuka produk jasa pelayanan ini.
Hal tersebut menyebabkan hanya sedikit orang indonesia
yang mengerti dan menggunakan produk jasa pelayanan Safe
Deposite Box pada bank syariah. Sedikitnya para nasabah yang
menyimpan barang-barang berharganya dalam Safe Deposite
Box diakibatkan karena kurang gencarnya kegiatan promosi
produk jasa dan layanan tersebut.’

Faktor yang menjadi dasar diselenggarakannya produk
jasa dan pelayanan Safe Deposite Box terdiri dari beberapa hal
diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Respon cepat yang dilakukan oleh pihak bank guna
mengantisipasi kebutuhan para pemilik barang-barang

berharga dalam hal jaminan keamanan penyimpanannya.

> Abror, Ahmad, Dasar-Dasar Operasional Bank, (Jakarta:
Akuntansi PNJ, 2007), h. 57

¢ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 20006), h. 6
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2. Pendiversifikasian produk berupa jasa pelayanan Safe
Deposite  Box merupakan hal yang penting dan
menguntungkan bagi pihak bank atau penyelenggara.

3. Untuk mengurangi rasa khawatir para pengguna jasa
layanan Safe Deposite Box atas risiko yang mungkin
mengancam keamanan pemilik surat-surat dan barang-
barang berharga.’

Dalam praktek perbankan Safe Deposit Boxmerupakan
perjanjian sewa-menyewa, dan Safe Deposit Box memberikan
perlindungan dan pengamanan barang-barang dari bahaya
pencurian, kebakaran, kebanjiran dan risiko lainnya. Safe
Deposit Box merupakan salah satu sistem pelayanan Bank
kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan kotak
(box) dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-
barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah
menyimpan sendiri  kunci kotak pengaman tersebut.
Keanekaragaman jasa perbankan tentu lebih menarik dan
menyenangkan banyak orang dari pada bank hanya melayaini
satu atau dua jasa perbankan saja. Dalam usahanya bank
menghimpun dana untuk membiayai kegiatan sekaligus
memenuhi kebutuhan masyarakat mempunyai fasilitas produk
layanan jasa yaitu pelayanan jasa dibdang penyimpanan Safe
Deposit Box. Pelayanan Safe Deposit Box ini sangat membantu
masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga
seperti perhiasan dan surat-surat berharga diantaranya

sertifikat tanah, surat-surat perjanjian, Ijazah, tandan

7 Melayu, S.P.Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2002), h. 169
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penghargaan  dengan  dokumen-dokumen lain  yang
memerlukan penyimpanan khusus.”

Dalam hal ini Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun
1992 pasal 6 ayat (h) menyatakan bahwasanya bank
konvensional pada umumnya mengadakan jasa pelayanan
tempat penyimpanan surat-surat dan barang-barang berharga.
Regulasi ini kurang mampu memberi kejelasan mengenai
macam-macam petjanjian pada usaha yang dimaksud.
Diharapkan dengan munculnya keputusan Undang-undang
Nomor 10 pada tahun 1998 yang berisi tentang perubahan
ketentuan Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992
dapat memberi ketegasan pada pasal 6 ayat (h) ternyata tidak
ada perubahan schingga pasal tersebut tetap di berlakukan.
Namun jauh sebelum pasal tersebut yang tergolong Undang-

undang baru, pada tahun 1967 terdapat ketentuan mengenai

perbankan yaitu undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, yang
terdapat pada pasal 23 butir (8) dengan jelas menyatakan yaitu
bank konvensional menyewakan tempat dan jasa untuk
menyimpan barang dan surat berharga.’

Safe  Deposit  Boxdalam  praktek perbankan adalah
merupakan bentuk perjanjian sewa-menyewa. Hal ini seperti
pendapat yang disampaikan oleh Thomas Suyatno: ~Safe
Deposit Boxmerupakan salah satu sistem pelayanan bank
kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan box

8 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 160

? https://Ips.go.id diakses pada tgl 24 September 2019 pukul
13.40.
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dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang
berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah

menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut’.
Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, pengertian petjanjian
sewa-menyewa adalah: ’Sewa menyewa adalah suatu

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

keinikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan

dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir itu

disanggupi pembayarannya”.

Perjanjian timbal balik atau biasa disebut juga dengan
perjanjian sewa- menyewa, yaitu pihak-pihak yang mengikuti
perjanjian tersebut harus sama-sama diuntungkan baik pihak
penyewa maupun pihak yang memberi sewa. Oleh sebab itu
masing-masing pihak harus melakukan kewajiban dan
menerima hak masing-masing. Untuk kawajiban dari pihak
penyewa, dalam hal ini yaitu nasabah terdapat pada pasal 1560
KUHP perdata yang isinya menjelaskan sebagai berikut :"

1. Memakai barang-barang yang disewa, sesuai dengan
tujuan yang sebelumnya telah disepakati terhadap
penyewaan barang tersebut, atau jika belum ada
kesepakatan mengenai perihal pemakaian barang, maka

kesepakatan  tersebut dipersangkakan berdasarkan
keadaan.

10 hetps:/ /m.hukumonline.com diakses pada tgl 24 februari 2019
pukul 13.40
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Memberikan sejumlah uang kepada pemberi sewa sesuai

dengan harga yang telah didtentapkan dan juga waktu

yang telah ditentukan. Sedangkan keharusan yang
dibebankan pada pihak pemberi sewa didasarkan pada
pasal 1550 KUHP Perdata Yaitu:

a. Memberikan barang barang yang telah disewakan
kepada penyewa.

b. Menjaga barang yang telah di disewakan, sehingga
baarang barang tersebut dapat digunakan untuk
keperluan yang dimaksudkan.

c. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada si
penyewa dari barang yang telah disewakan selama
bersecara langsungnya sewa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung

Republik Indonesia membuat pasal mengenai Shundug Hifzhi
Ida’ | Safe Deposit Box "

1.

Pasal 330 : Penggunaan Shundug Hifzhi Ida’ | Safe Deposit
Box dilakukan dengan akad [jarah.

Pasal 331 : Penggunaan Shundug Hifzhi Ida’ | Safe Deposit
Box berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
rukun dan syarat [jarah. Pasal 332 : Benda-benda yang
dapat disimpan dalam Shundng Hifzhi 1da’ | Safe Deposit
Box adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan
dan tidak dilarang oleh negara.

Pasal 333 : Besat biaya ljarah Shundug Hifzhi lda’ | Safe
Deposit Box dtetapkan berdasarkan akad.

W UU KHI , Kompilasi Hukum Ekonomi Syariab,(Jakarta: Insan

Auliya, 2011), h. 88
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4. Pasal 334 : Hak dan kewajiban Mujir dan Mustajir
menadapatkan ketentuan berdasar pada kesepakatan
yang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ljarah.
Jika pasal di atas dimasukkan kedalam penyelenggaraan

jasa dan pelayanan Safe Deposite Box dalam hal ini pihak

pemberi sewa yaitu pihak perbankan, maka dalam hal ini pihak
bank tetap memiliki kuasa atas barang yang telah
disewakannya, dalam artian pihak bank atau pemberi sewa

tidak meberikan barang yang telah disewakan. Hal tersebut

tertulis pada pasal 1550 K.U.H.Perdata, dan juga pada Pasal
330 Tentang Penggunanaan Sundug Hifdzi 1da’ |/ Safe Deposit
Box" dilakukan dengan akad [jarah (sewa menyewa). Jika
dilihat pada konteks penyelenggaraan Safe Deposite Box dalam
praktik perbankan maka sekilas terlihat mirip dengan
peinitipan barang atau Yad Dbhammanah (titipan) dan tidak
terlihat seperti kegiatan penyewaan barang. Oleh sebab itu

maka dalam pasal 1694 K.U.H.P perdata menjelaskan sebagai

berikut '

“Peinitipan terjadi apabila seseorang telah
menerima suatu barang dari orang lain, tetapi dengan syarat
jika orang tersebut akan menyimpan dan mengembalikannya
dalam ujud semula atau asalnya”.

Yad Dbhammanah secara umum dapat diartikan sebagai
titipan murini dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan

12 Buku, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Insan Auliya,
2011), h. 89

13 https:/ /m.hukumonline.com diakses pada tgl 24 februari 2019
pukul 13.40
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kapan saja yang meinitipkan barangnya mengambil barang
titipannya tersebut'.

Penyelenggaraan Safe Deposit Box, jika dilihat dalam
praktik perbankan dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian
sewa-menyewa, berangkat dari penelitian terdahulu yang di
tulis oleh : Widodo, dalam sebuah tesis yang berjudul
“’Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada Pt. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Jakarta” yang termuat
dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan UNDIP ".
di dalamnya termuat penjelasan mekanisme Safe Deposit Box,
hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi nasabah,
apabila terjadi klaim, berdasarkan dari penelitian yang di tulis
oleh widodo dalam tesisnya di atas, terdapat ketidak sesuaian
akad yang digunakan dalam produk Safe Deposit Box dalam
konteks praktiknya, dalam hal ini mekanisme akad yang

digunakan adalah akad petjanjian sewa-menyewa atau ljarah
namun dalam praktiknya barang yang disewakan oleh pihak
bank, tidak dalam penguasaan penuh pihak penyewa, bahkan
dalam penerapannya mirip sekali dengan titipan (yang tidak
boleh digunakan) atau Yad Dbhammanah, Juga berdasarakan
hasil survei yang telah penulis lakukan pada Bank Syariah
Mandiri KC Bintaro Kota tangerang Selatan Provinsi Banten

14 Any Widyatsari, ” Akad Wadiah dan Mudharabah dalam
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah™ dalam Jurmal Ekonom:
dan Hukum Istam, Vol. 3 No.1 Agustus 2013, h. 4

15 Widodo,” Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada Pt.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Di Jakarta”Tesis, Widodo Universitas
Diponegoro Semarang, 2008, h. 78
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pada produk Safe Deposit Box, penulis ingin mengetahui
mekanisme serta akad yang digunakan pada Safe Deposit Box
yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota
Tangerang Selatan.

Penulisan buku ini dilakukan untuk mengecek di Bank
Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan Provinsi
Banten, adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian pada
bank tersebut adalah karena Bank Syariah Mandiri KC bintaro
satu-satunya cabang yang menyediakan layanan Safe Deposit
Box di wilayah kota tangerang selatan, juga disebabkan karena
produk jasa layanan Safe Deposit Box sedang gencar di

promosikan dalam beberapa tahun terakhir.'

Maka penulis
ingin mengkaji produk Safe Deposit Box, dalam konteks syariah

serta mekanismenya di bank syariah.

16 https:/ /www.manditisyatiah.co.id/ diakses pada tgl 2 Mei
pukul : 14.17
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BAB I1
AKAD-AKAD PADA SAFE DEPOSIT BOX

A. Sewa Menyewa (ljarah)

1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)
Dalam kamus bahasa arab  Ijarah dimaknai

perjanjian upah-mengupah dan sewa-menyewa,'’
ljarah secara etimologi dimaknai bay’ al-manfa’ah (Jual
beli manfa’at), bisa berupa benda ataupun jasa."
Secara terminologi terdapat beberapa definisi yang

dijelaskan oleh para Ulama fikih diantaranya:

a. Pengertian [jarah Menurut Mazhab Hanafi :
e bl Je S
Artinya: 7 Akad atas suwatu kemanfaatan  atas
pengganti””’
b. Pengertian ljarah Menurut Mazhab Syafi’i:
il d Bl dl el da el

(3155 Lpsie Bl
Artinya: 7 Akad atas suatn  kemanfaatan yag

mengandung maksud tertentu dan mubah, serta

7 1dris Ahmad, Figh al-Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.
139

18 Rachmat Syafi’i, Figibh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,
2001), h. 121

19 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nibayatul Mugtashid, (Mesir:
Dar al-Kitab al-Ulumiyah, 1993), Cet. ke-1, h. 127
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meneria pengganti atau kebolehan dengan pengganti

tertentun.”™

C. Pengertian [jarah Menurut Mazhab Maliki:

o Paes VAo

Bl e 2 e o3 Ljlas
Artinya @ “Tjarah .... adalah suatn akad yang
memberikan hak milik atas manfaat suatu barang
yang mubab untuk masa tertentn dengan imbalan
_yang bukan berasal dari manfaat.”'

d. Pengertian zarah Menurut Mazhab Hanbali:
Sageli S 553 il St wlall fe e cp
bl

Artinya: “Definisi akad jjarah adalah suatu akad
atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa
diberikan  dan  dibolebkan  dengan  imbalan

tertentu.”

e. Pengertian Jjarah Menurut Imam Nawawi Al-

Bantaini:

ety S 6 Gailes moale sas fe e

oo~

f

z

20 Ibnu Rusyd, Bidayatu! Mujtahid Wa Nibayatul Muqtashid, h. 128

2V Ali Fikti. A-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah, (Mesit:
Musthafa al-Baby al-Halabi Wa-Auladah,1938), Cet. ke-1, h. 85

22 Ibnu Rusyd, Bidayatu! Mujtahid Wa Nibayatu! Mugtashid, (Mesit:
Dar al-Kitab al-Ulumiyah, 1993), Cet. ke-1, h. 129
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Artinya: "Akad (transaksi) terhadap kemanfaatan
yang maqshudah, makinm, bisa untuk diserabkan

dan mubah dengan ‘iwadl (upah) yang maklum’™
Amir Syarifuddin  memberikan  penjelasan
makna, al-ljarah secara lughoh dimaknai sebagai akad
atau transaksi yang manfaat atau jasanya digantikan
dengan imbalan tertentu. Apabila objek transaksi
adalah manfaat dari suatu benda maka disebut dengan
ljarah al’ain, seperti menyewa kos-kosan untuk tempat
tinggal atau menyewa sebuah ruko untuk betjualan.
Sedangkan bila yang menjadi objek transaksi manfaat
dari jasa tenaga seseorang disebut dengan ljarah ad-

dzimmah atau upah-mengupah, seperti upah pangkas
rambut dan upah jasa antar barang. Walaupun
berbeda dalam hal objek keduanya tetap dalam

konteks fikih yang disebut dengan Tjarah.”*
Menurut Hasbi Ash- Shiddigie bahwa arah
ialah :

S 2 B8 Gl i i Jedblad sesbilie
gl

23 An-Nawawi al-Bantani, Nibayatuzzain,(Al-Haramain: Dar al-
Kutub al-Islamiyah), Cet. ke-1, h. 257

2 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Figih, (Surabaya:
Prenada Media, 2014), Cet. ke-2, h. 216
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Artinya : "Akad yang objeknya ialab pennkaran manfaat
untuk masa tertentu, Yyaitu pemilikan manfaat dengan
imbalan, sama dengan menjual manfaat.”™

Menurut Jumhur Ulama fikih,” Ijarah adalah
menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah
manfaatnya bukan benda ljarah adalah salah satu
kegiatan bermu’amalah  dengan sesama manusia. A/
ljarah terambil dari kata a/-gjru jika dimaknai secara
bahasa berarti Allwadh yang berarti ganti atau
imbalan. Ijarah adalah perjanjian dua pihak secara
timbal balik untuk mengambil kemanfaatan sebuah
jasa ataupun barang dengan imbalan yang telah di
sepakati, yang mempunyai benda ataupun jasa disebut
(Mu’ajjir) dan pihak penyewa atau yang memakai
kemanfaatan barang atau jasa di sebut (Mustajir)
Peyewa.”

ljarah dalam berbentuk sewa menyewa maupun
dalam bentuk memberi upah atau upah-mengupah
semua sudah diatur dalam islam. Hukum larah
menurut sebagian besar Ulama yaitu dibolehkan atau
mubah apabila dilakukan sesuai syarat-sayarat dan
ketentuan yang dtetapkan oleh syara’ berlandaskan

% M. Hasbi Ash-Shiddieqy , Hukum-Hukum Figih Islam yang

Berkembang dalam Kalangan Ablussunnah, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970),

26 Ibnu Rusyd, Bidayatu! Mujtahid Wa Nibayatu! Mugtashid, (Mesir:

Dar al-Kitab al-Ulumiyah, 1993), Cet. ke-1, h. 129

27 Hendi Suhendi, Figh Munamalah, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2002), h.114
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pada Al-Qur’an, Hadis, dan ketetapan Ijma’ para
Ulama.”

Dari penjelasan yang telah disebutkan di atas
maka dapat diambil kesimpulan bahwa zarah adalah
kegiatan upah-mengupah dalam bentuk jasa ataupun
barang yang dilakukan dalam sebuah akad atau
transaksi.

Landasan Hukum Sewa Menyewa (ljarah)
Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa

Jjarah dianjurkan untuk dilakukan di Agama Islam.
Sebagian berpendapat tidak menganjurkan diantara
pendapat yang tidak mensyariatkan seperti pendapat,
Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Aliyah mereka
berpendapat  bahwa  [jarah  adalah  jual-beli
kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang namun hanya
dapat dirasakan. Sesuatu yang tidak ada bentuknya,
tidak dapat dikelompokkan sebagai transaksi jual
beli.””

Pendapat Jumbur Ulama mengenai  ljarah
disyariatkan didasarkan pada Al-Qur’an, As-Sunnah,
dan Ijma’.

28 Ibnu Rusyd, Bidayatu! Mujtahid Wa Nibayatu! Mugtashid, (Mesir:

Dar al-kitab al-Ulumiyah, 1993), Cet. ke-1, h. 129

2004),

2 Syafi’i Rahmat. Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia,
h. 123
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a. Al-Quran
1) Surat At-Thalaq.

EBAIRN ’Lm ; e 28 L b BagSG
E w'\‘:mbdfdjfu;&;:\‘

N “JJ)’W 5*“ JJ“’J u"‘)? gLt ’\3 55 uw)

d poiad £l

Artinya:  Tempatkanlah mereka (para isteri) di
mana — kamu  bertempat  tinggal  menurut
kemampuanmu dan janganlah kann menyusabkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika
mereka (isteri-isteri yang sudab ditalaq) itn sedang
hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkabnya

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan  (anak-anak)mn  untukmn  Maka
berikanlah  kepada — mereka  upahnya,  dan
musyawarahkanlah di antara kamn (segala sesnatn)
dengan baik dan jika kamn menemui kesulitan
Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya. (QS : At-Thalaq [65]: 6).

Dari ayat ini dapat diambil ketentuan
disyariatkannya zarah (memberi upah) kepada
istri-istri yang sudah di talaq dan sedang
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menyusui anak-anaknya.
2) Surat Al-Qashas.
Gl Siplal p Je Gl ool el EI6

)

Artinya; Salah seorang dari kedua wainita itn
berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang

_yang bekerja (pada kita), Karena Sesunggubnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada  kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat
dipercaya”( QS: Al-Qashas [28]: 26).

3) Surat Al-Baqarah.
u‘*su‘v\"{ ’h/ MJ“)’U
mww:;; 3:;@3;) 5l Jes etz
u\é;o’. J5s V5 Bl A*;Lﬁﬁzwﬂ\
/\Wu@/“yw uvu%\.wxjs\
(KJ’; \;ﬁa?ﬂ W}*’u ("% u;\%k‘ct;
538 sy 20 51 35 2 ;mv*uf‘u

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak -
anaknya selama dua tabun penub, Yaitu bagi yang

30M Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian
Al-Quran, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 300
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ingin menyempurnakan penyusuan. dan Rewajiban
ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibn
dengan cara ma'ruf.  seseorang tidak  dibebaini
melainkan — menurut  kadar  kesanggupannya.
Janganiah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
kednanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada
dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmn
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu  kepada
Allabh dan ketabuilah babwa Allah Maha melibat
apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah [2]:
233).

Ayat di atas telah melukiskan dua konteks
dimana Si majikan telah menyewa tenaga
pekerjanya dengan bayaran berupa upah

tertentu. Dan, yang menjadi dalil dari ayat
tersebut di atas adalah ungkapan “apabila
kamu memberikan pembayaran yang patut’.

Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa
yang diberikan berkat kewajiban membayar

upah (Ujrah) secara patut.
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4) Surat Al-kahfi.
Py o 156 Wl Talast 25 (N T T 22056

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala
kednanya sampai kepada penduduk suatu  negeri,
mereka minta dijamn kepada pendudnk negeri itu,
tetapi  pendudnk  negeri itn tidak man  menjaniu
mereka, kemudian kednanya mendapatkan dalam
negeri itu dinding rumab yang hampir robobh, Maka
Kbidbr menegakkan dinding itn. Musa berkata:
"ikalan kamu man, iniscaya kann menganbil upab
untuk itu”. (QS. Al-Kahfi [18]: 77)

Dari ayat ini Nabi khidir tidak mengambil upah
atas pekerjaan yang dilakukan bersama Nabi
musa membangun dinding yang hampir
roboh, kata upah disebutkan di akhir ayat ini
menyatakan bahwa sebuah pekerjaan atau jasa
itu kemudian di maknai dengan upah atau
ujrah.
b. Hadis
1) Riwayat Aisyah Radiyallahnanhn, bahwasanya

Rasulullah SAW bersabda :
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o~ o~

R ETR ST

-Wﬂe@yw\wﬁw) VNS
W)ﬁf‘j(\-ﬂjw“”\&”@i s
:,ufd Gy \;3\»&,\9 Mduunf‘da.)\\\
Juou J\@;ﬂawu;&»-as,\ébjnu
W “*““5”°L‘\’w’ﬁj U‘"J‘J‘“JJ‘\J

s 53\’43uf\°\345‘3é“@ Y o3 o
olgy)- Jeladl Bk 533 £ e 0 e ¢l

Artinya:  “Diriwayatkan  dari  ibrabim  bin
Musa,diceritkan dari Hisyam dari Ma'mar dari
ubri - dari Urwah  bin  Zubair  dari  Aisyah
radbiyallabnan Telah menceritakan kepada kami
Tbrabim bin Musa telah mengabarkan kepada kami
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zubriy dari 'Urwah
bin Az Zubair dari "Aisyabh radliallabn "anha: Nabi
shallallabn 'alaibi wasallam dan Abn  Bakar
menyewa seorang dari sukn Ad-Dil kemudian dari
sukn "Abdi bin '"Adjy sebagai petunjuk jalan dan
yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang

31 Sabih al-Bukbari, Nomor Hadis 2104, (Maktabah T'saqifah al-
Diniyah,tt), h. 107
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sebelumnya  dia  telah  diambil sumpabnya pada
kelnarga Al "Ash bin Wa'il dan masih memeluk
agama  Rafir  Quratsy.  Maka  kednanya
mempercayakan kepadanya perjalanan kednanya laln
kednanya meminta kepadanya untnk singgah di gna
Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu
meneruskan petjalanan keduwanya waktu  shubub
malam  ketiga, maka  kednanya  melanjutkan
perjalanan dan berangkat pula bersama kednanya
"Amir bin Fubairah dan petunjuk jalan suku Ad-
Diliy - tersebut.  Maka  petunjuk  jalan  tersebut
mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu
menyusuri jalan lant. (HR. Bukhari & Muslim).
Hadis ini dijadikan dasar
dibolehkannya akad zarah  sebab Nabi
Muhammad SAW dan Abu Bakar pernah
menyewa seorang penunujuk jalan dalam
petjalanannya.
2) Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar
Nabi SAW Bersabda :

G ks e gadall o g ke Wls



S ol st e kel 1oy sl &0 o

™Y( wels ) oly)) }“
Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al
Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata,
telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id
bin  Athiah  As  Salami  berkata,  telah

menceritakan kepada kami "Abdurrabman bin
Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah
bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah
kepada pekera sebelum fkering keringatnya.”.
(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan anjuran
memberikan upah kepada orang yang telah
menyewakan tenaganya sebelum
keringatnya mengering menjadi alasan kuat
kebolehan akad zjarab, Bahkan
mengupahnya menjadi hal yang di anjurkan
untuk di lakukan.

Pada masa sahabat Umat Islam
telah berjjma’ mengenai kebolehan Ijarah,
sebab  Jjarah sangat bermanfaat bagi
sebagian  besar manusia. Disamping

bermanfaatnya [jarah pada sesama manusia

32 Sunan Ibnu Majah, No Hadis 2434, (Mesir : Dar Ibnu Jauzi,

2008), h. 201
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kebanyakan ~ dari  masyarakat  kita
menggunakan akad ini, karena akad Jjarah
mi  termasuk  dalam  akad  tolong-
menolong.”

Dari definisi-definisi yang telah
dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak
ada perbedaan yang mendasar diantara
pendapat para Ulama fikih  dalam
mendefinisikan [jarah atau sewa-menyewa.
Dari definisi tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa [jarah atau sewa-
menyewa adalah akad atas manfaat dengan
suatu imbalan tertentu. Dengan demikian,
objek sewa menyewa adalah atas manfaat
suatu barang atau jasa. Contoh sesecorang
menyewa jasa kendaraan ojek online selama
satu bulan untuk mengantar pulang-pergi
ke kantornya dengan memberikan imbalan
berbentuk uang sebesar Rp. 4.000.000,00.

c. Landasan hukum positif
Landasan produk [ljarah dalam hukum
positif diatur dalam undang-undang nomor 10
tahun 1998 tentang perubahan atas undang-
undang 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 1
ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip

syariah.

33 M Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian
Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 300
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Pada tatanan tekinis mengenai [jarah ini
diatur dalam pasal 36 huruf b poin ketiga PBI No.
6/24/PBI/ 2004 tentang Bank Umum vyang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasar Prinsip
Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank
wajib melaksanakan prisip kehati-hatian dalam
melakukan kegiatan usahanya yang meliputi
penyaluran dana mlalui prinsip sewa-menyewa
berdasarkan akad Larah dan Ljarah mumtahiya

bittamlife.
Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN-MUI) Nomor

09/DSN/MUI/VI/2000, tanggal 13 April 2000
yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat
untuk memperoleh manfaat suatu barang sering
memerlukan pihak lain melalui akad Jjarah yaitu
akad pemindahan hak guna atau manfaat atas

suatu  barang atau jasa tertentu melalui
pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”

Dari berbagai sumber ini landasan hukum
akad zarah ditetapkannya di indonesia guna
memberikan kekuatan atau payung hukum yang
jelas.

3 Abdul Ghofur Anshoti, Perbankan Syariah Indonesia,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 208), h. 118
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3. Rukun dan Syarat Ijarah
a.  Rukun Ijarah

Pegertian rukun adalah unsur-unsur yang
membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu
terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut
yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk
karena adanya unsur- unsur yang membentuknya,
yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan
seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur
yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.”

Ulama Hanafiyah memberikan penjelasan
bahwa rukun al-Ijarah, terbagi atas ijab dan kabul
(kalimat ucapan menyewakan dan kalimat
menerima dan menyetujui atas akad sewa-
menyewa) dari kedua belah pihak yang melakukan

transaksi.*

Dari pengertian tersebut orang yang

berakad sewa/imbalan dan manfaat, masuk pada

syarat-syarat Jjarah, bukan rukun ljarah. Kemudian

Jumbhur Ulama menghimpun rukun Jjarah menjadi

empat, yaitu:

1) Kedua belah pihak yang berakad (agid) terbagi
dalam dua istilah vyaitu, mujir (orang yang
menyewakan) dan Mustajir (orang yang

menyewa).

% Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori
Akad dalam Figilh Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95

36 Wahbah Al-Zuhaili, A/-Figh al-islami Wa adilatubu, (Beirut: Dar
al Fikr, 2003), Jilid V, h. 387
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2) Kalimat ungkapan atau pernyataan Sighat
terbagi dua yaitu kalimat ljzb dan kalimat Kabu/

3) Imbalan (#jrah) atau Uang sewa

4) Manfaat, manfaat terbagi atas manfaat dari
salah satu barang yang disewa dan manfaat atas
jasa dari tenaga orang yang bekerja.”’

b. Syarat Ijarah

Syarat-syarat akad [jarah adalah sebagai berikut:

1) Dua orang vyang saling berakad (X
minta'aqqidain) menurut pandangan Ulama
Syaft’iyah dan Ulama Hanabilah, mensyaratkan
kedua belah pihak telah ba/igh dan berakal. Dan
menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama
Malikiyah berpandangan bahwa kedua orang
yang berakad tidak harus mencapai usia baligh,
dan apabila anak mumayyiz tersebut melakukan
ljarah maka harus disetujui oleh walinya.”

2) Mujir dan Mustajir adalah orang yang
melakukan kegiatan akad sewa- menyewa atau
upah-mengupah. Mujir adalah orang yang
memberikan upah atau pihak yang menyewa,
Mustajir adalah orang yang menerima upah
atau orang yang melakukan sesuatu pekerjaan
atau jasa yang diinginkan oleh Mujir,
disyaratkan kepada keduanya adalah  baligh,

37 Wahbah Al-Zuhaili, A~-Figh al-islami Wa adilatubu, h. 387
3 Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Kharrasy, Ad-Dardir Asyrb
al-Kabir, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 23
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berakal, cakap melakukan  zasharruf
(mengendalikan harta), dan saling rela
(meridhai) tanpa adanya paksaan sebagaiamana
Aﬂah S\X/T Berfirman dalam QS An- Imsa

o5 5 9 oy K ke ¥ gl oo 2
L’»ejéob/ o/ﬁé@f%% S“ffu”

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlab
kamu saling memakan harta sesaimamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
Janganlah fkamn  membunub  dirimn - Sesunggubnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamm. ( Qs.
An- Inisa [4]: 29)

Allah  SWT  melarang  hamba-
hambanya yang beriman memakan harta
sebagian dari mereka atas sebagian yang lain
dengan cara yang batil, Seperti Riba dan judi
serta mengelabuhi dan cara-cara lainnya.”

3) Manfaat yang menjadi obyek al-Ijarah harus
diketahui  secara sempurna schingga tidak
muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila
manfaat yang akan menjadi obyek al-Ijarah

tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

¥ Kementrian Agama, A-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: LPQ
Kemenag RI, 2002), h. 103
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4) Obyek akad Ijarah boleh diserahkan dan
dipergunakan secara secara langsung dan tidak
cacat.

5) Obyek al-ljarahitu sesuatu yang dihalalkan oleh
syara’. Dalam artian kemanfaatan yang menjadi
obyek bagi akad harus memenuhi kriteria
yang disyaratkan oleh agama yakini bukan hal-
hal yang terlarang.

6) Obyek yang disewakan bukan merupakan

tanggung jawab atau kewajiban bagi penyewa.

4. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Ijarah
Fatwa NO/9/1V /2000

Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)
memberikan Fatwa terkait penggunaan akad ijarah
melalui lembaga Dewan Sayariah Nasional (DSN)
MUI untuk regulasi praktiknya pada Lembaga
Keuangan Syariah sebagai berikut:

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah:

a. Sighat Ijarah, vyaitu zab dan Akabu/ berupa
pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad
(berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk
lain.

b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi
sewa/pembeti jasa dan penyewa/pengguna jasa.

c. Obyek akad ijarah adalah :
1) manfaat barang dan sewa.
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2) manfaat jasa dan upah.

Kedua: Ketentuan Obyek Ijarah:

a.

Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan
barang dan/atau jasa.

. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan

dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat
dibolehkan (tidak diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan
sesuai dengan syari’ah.

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian
rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan)
yang akan mengakibatkan sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali
dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan
dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran
manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam
jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam
Ijarah.

Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek
kontrak.

Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa
atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu,
tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam
Pembiayaan Ijarah
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a. Kewajiban LLKS sebagai pemberi manfaat barang
atau jasa:

1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa
yang diberikan.

2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.

3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang
disewakan.

a. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat
barang atau jasa:

1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung
jawab untuk menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai kontrak.

2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang
sifatnya ringan (tidak materiil).

3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena
pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan,
juga bukan karena kelalaian pihak penerima
manfaat  dalam  menjaganya, ia  tidak
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisthan di antara
para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Dari landasan fatwa ini zjarah dijalankan pada
produk-produk ~ LKS  Syariah di  indonesia
sebagaimana telah di jelaskan dalam fatwa tehnis
pelaksanaannya.
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5.

Kewajiban Para Pihak Sewa Menyewa (Jjarah)
Agar praktek sewa-menyewa dapat berjalan
lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,
maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam
sewa-menyewa, diantaranya adalah sebagai berikut:*
a. Kewajiban bagi pthak yang menyewakan (Musta jir)

1) Mengijinkan pemakaian barang yaang diswakan
dengan memberikan kunci bagi rumah dan
sebagai kepada orang yang menyewakan.

2) Memelihara barang yang disewakan, seperti
memperbaiki kerusakan dan sebagainya.

b. Kewajiban bagi pihak si penyewa

1) Membayar sewaan yang telah ditentukan.

2) Membersihkan barang sewaannya, seperti
menyapu halaman dan sebagai yang ringan-
ringan.

3) Mengembalikan barang sewaannya itu bila habis
temponya atau bila ada sebab-sebab lainnya
yang menyebabkan selesainya atau putusnya
sewaan.

c. Ketentuan-ketentuan bagi si penyewa (Muw jir)
1) Barang sewaan itu merupakan barang amanat

pada penyewa, jadi kalau terjadi kerusakan

karena kelalaiannya, kebakaran dan sebagainya,

h. 320

40 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013),
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ia wajib mengganti, kecuali jika karena sebab
kelalaian.

2) Bagi penyewa diperbolehkan mengganti, masa
pakai sewaanya kepada orang lain, sekalipun
tidak seijin yang menyewakan, kecuali ketika
waktu sebelum akad ditentukan bahwa
penggantian  tidak  diperbolehkan  sebagai
pengganti pemakaian.

3) Bagi orang yang menyewakan barang-barangnya
boleh menggantikan barang-barang sewanya
dengan barang yang seimbang dengan barang
semula.

4) Kalau terjadi perselisthan pengakuan antara
penyewa dan yang menyewakan tentang
upahnya atau temponya atau ukuran manfaat
sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada
saksi atau keterangan lain yang dapat
dipertanggung jawabkan, maka kedua belah
pihak harus bersumpah.*

Dari ketentuan yang telah dijelaskan di atas maka
bagi para pihak penyewa agar dapat diketahui untuk
menjalankan hak dan kewajibannya.

6. Risiko (Zjarah)
Risiko yang mungkin tetjadi dalam [jarah adalah

sebagai berikut:

4 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, ( Jakarta: Rineka Cipta,
1993), h. 424-425
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a. Nasabah tidak membayar cicilan dengan segaja.

b. Rusak, aset Ijarah rusak sehingga menyebabkan
biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila
disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan
harus dilakukan oleh bank.

c. Berhenti, nasabah berhenti ditengah kontrak dan
tidak mau membeli aset tersebut, akibat bank harus
menghitung kembali keuntungan dan
mengembalikan sebagian kepada nasabah.*

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko
mengenai barang yang dijadikan objek sewa-menyewa
dipikul oleh sipemilik barang (yang menyewakan).

Sebab hanya menguasai untuk mengambil manfaat

dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain

penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau
benda, sedangkan atas bedanya masih tetep berada
pada yang menyewa. Jadi, apabila terjadi kerusakan
terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-
menyewa, maka  tanggung  jawab  pemilik

sepenuhnya.”

4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Tepri ke Praktek,
(Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 119

4 Surahwardi K Lubis, Hukwum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar
Garfika, 2000), h. 146
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7. Macam-macam (Ijarah)

a.

ljarah ada dua macam, yakni:

1) Ijarah pada manfaat, penyebutan istilah [jarah

pada manfaat dikenal secar umum sebagai
sewa-menyewa jasa. Pada [jarah bagian pertama
ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu
benda atau jasa.?>

Perjanjian akad sewa-menyewa
dibolehkan dalam bentuk kemanfaatan yang

mubah, seperti akad sewa-menyewa rumah
untuk ditinggali, toko dan kios untuk tempat
berjualan, mobil untuk direntalkan, atau

pakaian untuk disewakan dan banyak lagi hal-
hal yang berhubungan dengan proses sewa-

menyewa berupa benda ataupun jasa. Untuk
penggunaan kemanfaat yang mengandung
unsur  keharaman maka dilarang untuk

disewakan, sebab obyek atau barangnya saja
sudah haram, maka hukum menyewakannya
juga  haram. Dengan demikian  dapat
disimpulkan bahwa tidak boleh mengambil
manfaat yang diharamkan ini dalam akad zjarab.

Manurut pendapat Ulama Hanafiyah dan
Ulama Malikiyah, penetapan hukum akad zarah
dilakukan sedikit-demi sedikit atau bertahap,

sesuai dengan munculnya objek akad yang
berbentuk akad kemanfaatan atas barang
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ataupun jasa, hal itu karena manfaat dari suatu
benda yang disewakan tidak bias terpenuhi
secara keseluruhan, akan tetapi sedikit demi
sedikit. Menurut Ulama Syafiiyah dan Ulama
Hanabilah memeberikan ketetapan hukum akad

Djarah itu berlaku secara kontan atau menyeluruh
sehingga masa (waktu) proses sewa-menyewa

diketahui seolah-olah bendanya tampak.*

2) Ijarah pada pekerjaan (jasa), disebut juga dengan
upah mengupah. [jarah dengan model yang
kedua ini, objek akadnya adalah amal atau
pekerjaan  seseorang yang sesuai dengan
kebutuhan penyewa.

ljarah pada pekerjaan dalam bentuk upah-
mengupah merupakan satu dari bentuk akad

Djarah yang lain, untuk mengerjakan suatu
pekerjaan  tertentu, misalnya membangun
gedung, menyapu jalanan dan orang yang
mengerjakan pekerjaan tersebut diistilahkan
dengan Mustajir atau tenaga kerja. Mustajir
terbagi menjadi dua bagian yaitu Mustajir atau
tenaga kerja khusus dan tenaga kerja umum,
tenaga kerja khusus yaitu orang yang bekerja
untuk satu orang selama kurun waktu tertentu.

Dan peketja tersebut tidak boleh bekerja untuk

4 Wahbah Al-Zuhaili,  ArFigh Allsiami Wa Adillatuban,
(Damaskus: Darul Fikr, 1985), h. 412
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selain orang yang menyewanya. Musta jir tenaga
kerja umum, yaitu orang yang bekerja untuk
orang banyak, seperti tukang sapu jalanan, kurir
barang. Mereka bekerja untuk orang banyak dan
orang yang menyewanya tidak boleh memaksa
mereka bekerja untuk dirinya, sebab pekerjaan
yang  dilakukan = berhubungan  dengan
kepentingan (hajat) orang banyak.

Secara umum berdasarkan pendapat

jumhur ulama fikih jarah terbagi atas dua bagian
yjarah manfaat dan zarah jasa.

8. Berakhirnya (ljarah)
Ulama fikih berpendapat bahwa akad al-Ijarah

akan berakhir dengan sendirinya jika:*

a. Hilangnya obyek atau rusak seperti rumah terbakar
atau baju yang diajhitkan kemudian hilang.

b. Masa tenggang waktu yang disepakati pada saat
akad ljarah telah berakhir masanya.

c. Ulama Hanafiyah berpendapat, apabila wafat atau
meninggal dunia salah satu dari pihak yang
berakad, maka akad Ijarah tidak dapat diwariskan
pada ahli warsinya. Sedangkan pendapat Jumbur
Ulama jika salah satu pihak wafat atau meninggal

dunia maka akad Jjarah tidak batal, sebab wafatnya

¥ Ala’ al-Din al-Kasani, Bada’?’ al- Sanai’i’ fi Tartib al-Shara’i,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt) , Jilid VII, h. 208
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salah seorang yang berakad, sebab manfaat bisa
dan boleh diwariskan. Akad al-Ijarah sama dengan
jual beli, yaitu mengikatkan kedua belah pihak yang
berakad.

Ulama Hanafiyah berpendapat, apabila ada
halangan dari salah satu pihak, seperti rumah yang
disewakan disita negara karena terkait hutang yang
tidak dibayarkan maka akadnya batal, salah satu pihak
terkena #zur sehingga menghalangi akad, maka akad
tersebut menjadi batal atau tidak sah, sebab ada pihak
yang menurut pandangan Ulama Hanfiyah
mengalami »uflis (kerugian). Juga sebab berpindahnya
tempat orang yang menyewa sebagai contoh
seseorang digaji untuk membangun jembatan di suatu
desa, sebelum jembatan itu selesai dibangun

penduduk desa pindah ke desa lain.*°

Mayoritas
Ulama berpendapat bahwa #zur atau halangan yang
dibolehkan untuk membatalkan akad ljzrahhanya jika
obyeknya terdapat cacat atau manfaat yang dimaksud
dalam akad itu hilang atau berkurang disebabkan
beberpa faktor berikut seperti kebakaran,gempa bumi

dan banjir.
Dari uraian diatas maka kesimpulan berakhirnya
akad zarah disebabkan hal-hal yang telah disebutkan

4 Ala’ al-Din al-Kasani, Bada’?’ al- Sanai’i’ fi Tartib al-Shara’i,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt) , Jilid VII, h. 208
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seperti masa tenggang waktunya telah habis dan sebab

bencana alam.

9. Sifat Akad Ijarah

Para Fugoha’ berbeda sudut pandangan tentang
sifat akad al-Ljarah, baik yang bersifat keterikatan
antara kedua belah pihak atau tidak mengikat kedua
belah pihak. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa
akad al-Ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh
dibatalkan secara sepihak jika terdapat #zur dari salah
satu pihak yang berakad, seperti salah salah satu pihak
wafat atau kehilangan  kecakapan melakukan
perbuatan hukum seperti hilang ingatan.”” Pandangan
Jumbur Ulama mengenai akad al Ijarah itu bersifat
mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh
dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat
dalam kasus apabila seorang meninggal dunia, maka
akad al-ljarah batal, karena manfaat tidak boleh
diwariskan. Jumbur Ulama mengatakan bahwa manfaat
itu boleh diwariskan karena termasuk harta (maal).
Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang
berakad tidak membatalkan akad al [arah.*

47 Abi Sahl Abu Bakar As-Sarakshi, a/- Mabsuth, (Beirut: Darul
Ma’rifat, 1989), Jilid IX, h. 2

4 Ibnu Qudamah, Al Mughni Dan Ibnu Rushd, Bidayah al Mujtahid
wa Nihayah al Magthasid, Jilid 11 (Lebanon: Dar al Kitab al-Ulumiyabh, tt), h.
227
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Dapat diambil kesimpulan dari sifat akad zarab
bisa mengikat jika salah satu pihak tidak ada uzur
secara §yara’ akan berlaku hukum tidak mengikat jika
salah satu pihak ada #z#r dan dibenarkan secara syara’.

10. Ijarah Yang Dilarang

ljarah atau sewa-menyewa sesuatu yang dilarang
disebabkan karena kemanfaatannya sendiri tidak
dibolehkan oleh ketentuan hukum syarz’ hukumnya
batal atau tidak sah dan hukumnya wajib untuk
ditinggalkan. Sebab satu diantara syarat ljarab
disebutkan bahwa yang menjadi (tujuan akad) obyek
akad ljarah adalah sesuatu yang disahkan oleh syara’.
Contoh [jarah yang dilarang misalkan hotel yang
digunakan untuk kegiatan prostitusi atau transaksi
narkoba, menyewa orang untuk melakukan
pembunuhan atau melakukan pengainiyayaan pada
orang lain. Maka oleh karena itu, Jumhur Ulama fikih
sepakat menyatakan bahwa obyek sewa-menyewa

dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan

dalam kaidah Fikih menyatakan ’Sewa menyewa

dalam masalah maksiat tidak boleh”.*

Bentuk atau obyek akad Jjarah harus terpenuhi
dengan baik secara hakiki dan juga secara gyar’.
dengan demikian dapat disimpulkan hukumnya tidak
sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara

YAla’ al-Din al-Kasani, Badai’ al- Sanai’i’ fi Tartib al-Shara’s,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid VL. h. 185
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hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk
dikendarai. Pada contoh seperti ini obyeknya tidak
terpenuhi secara syar7 sebab kuda yang disewakan
bukan kuda yang jinak, seperti menyewa tenaga
wainita yang sedang haid untuk membersihkan masjid,
atau menyewa tukang sihir untuk mengajarkan ilmu
sihir.

Berdasarakan hasil uraian ini bahwa jarah yang
dilarang disebabkan obyek zarahnya mengandung
keharaman baik dari sifat ataupun bendanya bisa
berbentuk jasa ataupun barang.

B. Titipan (Yad Dhammanah)

1. Pengertian
Yad Dhammanah berasal dari kata wada'ah yang

berarti ’meninggalkan’ Dinamakan demikian karena
dalam Yad Dhammanah, ada sesuatu yang ditinggalkan
sesorang kepada orang lain untuk dijaga.”

Kata wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan
murini dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu
maupun badan hukum yang harus dijaga dan
dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.”'

Secara Etimologi a/-Wadiah berarti titipan

murini (amanah). Wadiah bermakna amanah. Wadiah

50 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Jilid 4 Terjemahan, Jakarta: Hilal,
2020), h. 248

51 Muhammad, Sistewr dan Prosedur Operasional Bank  Syariab,
(Yogyakarta: UII press, 2019), h. 7
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dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut

wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat A~

Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa

pendapat dari para Ulama, di antaranya:

a.

Hanafiyah: a/-Yad Dhammanah adalah suatu amanah
yang ditinggalkan untuk dipeliharakan kepada
orang lain

. Malikiyah: a/-Yad Dbhammanah adalah suatu harta

yang diwakilkan kepada orang lain untuk
dipeliharakan

Syaft’iyah: a/-Yad Dbammanah adalah sesuatu harta
benda yang disimpan ditempat orang lain untuk
dipeliharakan

Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada
seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti
rugi

Ulama Fikih Kontemporer: a/-Yad Dbhammanah
adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain,
baik individu maupun badan hukum yang harus
dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip
menghendakinya.”

Dari berbagai macam pendapat para ulama fikih

wadi’ah adalah titipan yang diserahkan kepada orang

lain untuk dijaga dan dikembalikan dalam bentuk yang

sama.

52 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 248
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2. Landasan Hukum
Landasan hukum Wadi'ah Yad Dhammanalh terdapat
dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagai
berikut:

a. QS Al-Baqarah.

[P

’ w" bwjﬂjuﬂﬁb{ﬁ‘&ﬂﬂé‘% N
j&‘ﬁ“‘ 3 'jiihuwjé,\ﬁsgibhax

5 gl a0 45 11 8 G 1

Artinya:  Jika  kamn  dalam  perjalanan  (dan
bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamn tidak
memperoleh seorang pennlis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpintang). akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tubannya; dan janganiah kamu (para

saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa

_yang menyembunyikannya, maka sesunggubnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan (QS Al- Baqarah [2]: 283).

Ayat ini menerangkan tentang muamalah
yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan
dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan
menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak

tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak
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ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya,
maka hendaklah ada barang tanggungan (borg)
yang dipegang oleh pihak yang berpiutang.
Kecuali jika masing-masing percaya-mempercayai
dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah,
maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya
barang tanggungan.”
b. QS. An-Inisa.

sl 1 ooy 5
(Sesunggubnya — Allah — menyurub — kamn  untuk
menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak
menerimanya) (QS An- Nisa’ [4]: 58)

Pengertian “amanat’ pada ayat ini, ialah
sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk
dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya.  Kata
“amanat”’ dengan pengertian ini sangat luas,
meliputi “amanat” Allah kepada hamba Nya,
amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap
dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hamba Nya
yang harus dilaksanakan ialah antara lain:
melaksanakan apa yang diperintahkan dan

menjauhi larangannya. Semua inikmat Allah

5 Departemen Agama RI, Tafsir A--Qur'an dan Teremabannya,
(Semarang: Toha Putra, 2008), h. 34
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berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk

taqarrub (mendekatkan diri) kepada nya.™

c. Hadis:
N(a.swﬂsb m*s 29 QL"a J"l f_"}"“"\' u\“ U")‘S

Artinya : "Orang yang dititipi [mmﬂg, apabila tidak
melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi”’
(HR. Ad-Darugununt).

sdafll o) & 5 1Y :,t{;}! Al R
Artinya @ "Serabkanlah  amanab  orang  yang

mempercayai engkau dan jangan kamu menghianati

orang yang menghianati engkan”’ (HR. At-Tirmidzi)”.

d. Allima’ (Konsensus)

Para  tokoh Ulama sepanjang zaman  telah
melakukan  ijma’ legitimasi  al-Yad Dhammanab,
karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas
terlibat. (terlihat seperti yang dikutip oleh Al-
Zuhaily dalam al-Fikih al-Islami wa Adillatubn dari
kitab al-Mughini wa-Syarh al- Kabir Ibnu Qudhamah
dan Mubsuthli Sarakhsy. Bahwa pada dasarnya

5 Departemen Agama RI, ALQur'an dan Terjemabannya, (Semarang:
Toha Putra, 2008), h. 68

5% Ali Umar ad-Daruqutni, Sunan ad-Darnqutni, (Yaman: Darul
Hadits, tt), Juz II, h. 32

5 Abu Isa Muhammad Ibnu Isa As-Saurah, Jami'us Sahih Sunan
Tirmidzi, Juz 11, Terjemahan, (Semarang: Toha Putra 2002), h. 564
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penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan
amanah). Artinya, ia tidak bertanggungjawab atas
kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset
titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian
atau kecerobohan yang bersangkutan dalam
memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di
luar batas kemampuan)”.

Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah
dalam suatu hadis, “Jaminan pertanggung
jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak
menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima
titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”
Namun dalam aktivitas perekonomian modern, si
penerima  simpanan tidak mungkin  akan
mendiamkan aset tersebut tetapl
menggunakannya dalam aktivitas perekonomian
tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si
pemberi titipan untuk kemudian menggunakan
hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin
akan mengembalikan aset tersebut secara utuh.
Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah
tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang
bertanggung jawab atas segala kehilangan atau
kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.
Mudahnya dalam suatu skema timbal balik a/-Yad

57 Wahbah Al-Zuhaili, A/-Figh Al-Islami Wa Adillatubn, Jilid 11
Terjemahan, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 210
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Dbhammanah yad al-amanah, nasabah (muaddi’ atau
peinitip) meinitipkan barang bank (mustawda’ atau
penyimpan) yang kemudian biaya peinitipan
dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep a/-
Yad Dhammanah  yad al-amanab, pihak yang
menerima tidak boleh menggunakan dan
memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan,
tatapi harus benar-benar menjaganya. Pihak
penerima titipan dapat membebankan biaya

kepada peinitip sebagai biaya peinitipan.
3. Rukun dan syarat Yad Dhammanah

a. Rukun Yad Dhammanal
Menurut Hanafiah: Rukun Yad Dbammanah
menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan
kehendak  (sighat:  ijjab  (ungkapan kehendak
meinitipkan barang dari pemiliknya) dan &abu/
(ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh
pihak yang dititipi). Namun menurut Juzhur Ulama
Fikih: Rukun Yad Dhammanah ada tiga: >
1) Akdan (peinitipan dan penerima)
2) Yad Dhammanah (barang yang dititipkan)
3) Pernyataan kehendak (sighat jjab dan kabul) baik
dilakukan secara /afad atau hanya tindakan.
b. Syarat Yad Dhammanah

8 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), h. 174

46



1) Syarat Yad Dbhammanah menurut Hanafiah

adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus
orang yang berakal, sehingga sekalipun anak
kecil namun sudah dianggap telah berakal dan
mendapat izin dari walinya, akad Yad

Dhammanahnya dianggap sah.

2) Jumbur mensyaratkan dalam Yad Dbhammanah

agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan
cerdas, karena akad Yad  Dbammanabh
mengandung banyak risiko, sehingga sekalipun

berakal dan telah balig namun tidak cerdas
menurut Jumbur akad Yad Dhammanahnya tidak

dianggap sah.

Berdasarkan penjelasan syarat dan rukun

wadi'ah yad’ dbammanah maka syarat dan rukun

tersebut harus terpenuhi agar akad wadi'ah yad-

dhammanah tidak batal atau sah secara hukum syara’.

4. Jenis Yad Dhammanah
a. Yad Dhammanah Yad Amanah

Yad Dhammanah Yad Amanah (kepercayaan)

dimana penerima titipan tidak boleh

memanfaatkan barang titipan tersebut sampai

diambil kembali oleh peinitip. Ciri-citi  Yad

Dhammanah Y ad Amanab, yaitu:™

% Nasrun Haroen, Figh Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media

Pratama,2007),

h. 125
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1) Penerima titipan (costudian) adalah memperoleh
kepercayaan (frustee)

2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan
harus dipisahkan

3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan

4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk
memanfaatkan simpanan

5) Penerima titipan tidak dharuskan mengganti
segala risiko kehilangan atau kerusakan harta
yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau
kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan
atau bila status titipan telah berubah menjadi
Yad Dhammanah Y ad Dhamanah

b. Yad Dhammanah Y ad Dhamanabh
Yad Dhammanabh Yad Dhamanah (simpanan

yang dijamin) dimana titipan yang selama belum

dikembalikan kepada peinitip dapat dimanfaatkan

oleh penerima titipan. Apabila dari hasil

pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka

seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya

bank  syariah menggunakan prinsip = Yad

Dhammanab yad dhamanah untuk produk tabungan

dan giro. Ciri-Ciri Yad Dhammanah:*

1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin
barang yang dititipkan

2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan

% Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syari’ah dari Teori e Praktik,
(Gema Insani Press, Jakarta 2001), h. 84
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3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat
digunakan untuk perdagangan

4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang
diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam
perdagangan

5) Pemilik harta/modal/barang dapat menarik
kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari Wadiah Yad Amanabh
menjadi Wadiah Yad Dhamanah Perubahan tersebut
terjadi apabila:

1) Harta dalam titipan telah dicampur

2) Penerima titipan menggunakan harta titipan

3) Penerima titipan membebankan biaya layanan
kepada peinitip

5. Sifat Akad Yad Dhammanah
Ulama Fikih sepakat berpendapat bahwa akad
Yad Dbhammanah memiliki karakter mengikat kedua

belah pthak. Namun tanggung jawab pada
pemeliharaan barang yang disewakan itu bersifat
amanat atau bersifat ganti rugi (dbamman).”!

Mereka juga sepakat status Yad Dhammanab
besifat amanat, bukan Dhamaan, sehingga kerusakan
peinitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang
dititipi sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah:

1 Ibnu Qudamah, Al Mughni Dan Ibnu Rushd, Bidayah a! Mujtahid
wa Nihayah al Magthasid, (Lebanon: Dar al Kitab al-Ulumiyah, tt), Jilid 2, h.
300

49



(il el ep) 3 e el Jo A

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan

penghianatan tidak dikenakan gantirngi” (HR.Al-Baihaqi
& Ad-Daruqutini)

Dengan demikian, apabila dalam akad Yad
Dhammanah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang
telah ditipu, maka itu tidak sah, kemudian orang yang
dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan
tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang

meinitipkan.®’

Menurut malikiyah perubahan Wad'ah dari Yad-
Amanah menjadi Yad Dhammanah Yad adh-Dbhamanab,
ketika:

a. Aset titipan diberikan oleh penerima titipan kepada
orang lain tanpa adanya alasan atau #dgur syar’i yang
diperbolehkan.

b. Aset titipan dicampur dengan aset lain, sehingga
sulit untuk dibedakan.

c. Menyalahi aturan atau syarat yang dtetapkan oleh
pemilik aset, jika aset titipan dproduktifkan oleh
penerima titipan, dan terdapat keuntungan, maka

ia berhak atas profit tersebut.

02 Ali Umar ad-Daruqutni, Sunan ad-Darugutni, (Darul Hadits:
Qohirah, tt), Juz II, h. 32

93 Ali Hasan, Berbagai Macan Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja
Garfindo Persada, 2003), h. 248
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Menurut Imam Abu Hanifah, keuntungan
tersebut harus disedekahkan, menurut Ulama lain,
keuntungan tersebut harus dikembalikan kepada
pemilik aset. Penerima titipan berhak atas yang
dititipkan, karena biaya itu merupakan kewajiban

pemilik aset.**

6. Penerima titipan berkewajiban untuk mngganti
aset titipan, ketika dalam kondisi sebagai berikut
(Yad-Amanah):

a. Penerima titipan tidak menjaga aset sebagaimana
mestinya, jika terjadi kerusakan, maka ia
berkewajiban menggantinya. Jika penerima melihat
orang yang berusaha menerima aset tersebut, dan
ia mampu untuk menghentikannya, maka ia juga
berkewajiban untuk menggantinya.

b. Ketika penerima titipan meinitipkan aset titipan,
bukan kepada keluarga atau orang yang diberi
mandat untuk menjagnya, maka akad Yad
Dhammanah berubah menjadi Yad adh-dbamanab.
Artinya penerima titipan berkewajiban mengganti
ketika terjadi kerusakan ketika aset dilimpahkan
kepada pihak kedua, dan terjadi kerusakan, maka

yang bertanggung jawab ialah penerima titipan

%4 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), h. 176
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yang pertama, menurut Abu Hainifah dan
Hanabilah.

c. Ketika penerima titipan memanfaatkan aset titipan,
seperti mengendarai kendaraan yang dititipkan,
memakai baju yang dititipkan, maka akad Yad
Dhammanah berubah menjadi Yad adb-Dhamanab.
Menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah,

ketika aset mengalami kerusakan = setelah
dimanfaatkan walaupun disebabkan oleh Force

mejenr, ia tetap harus mengganti, karena ia telah
beraini untuk memanfaatkan aset tersebut.

d. Jika penerima titipan mencampurkan aset
keduanya, maka status Yad Dhammanah berubah
menjadi Yad adb-dhamanah, yaitu penerima titipan
wajib bertanggung jawab untuk menggantinya.®

Dalam Prinsip Yad Dhammanah atau titipan ini,

diperkuat dan diperjelas dengan peraturan Bank
Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank
Umum yang melakukan usaha berdasarkan prinsip

syariah pada point i). Menyatakan bahwa menyediakan
prinsip Yad Dhammanah Y ad-Amanah.”

Dari uraian ini kita dapat ambil kesimpulan
prinsip wadi'ab yad-dbammanah pihak yang dititipi wajib
mnegganti barang titipan tersebut sesuai dengan

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, h. 177
% Afnil Guza, Himpunan Undang-undang Perbaikan RI, (Jakarta:
Asas Mandiri, 2008), h. 372
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peraturan undang-undang yang di regulasi oleh Bank
Indonesia.

C. Rahn (Gadai atau Jaminan)

1. Pengertian Rahn (Gadai atau Jaminan)
Rahn secara istilah syari’at dimaknai menjadikan

suatu benda yang memiliki inilai menurut syariat
sebagai jaminan atas hutang, sehingga seseorang
boleh mengambil hutang atau mengambil sebagian
manfaat pada barang tersebut. Secara etimologis rahn
berarti ”tetap atau lestari”’. Sedangkan menurut syara’
rahn atau gadai diarttkan menyandra sejumlah harta
yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, akan
tetapi harta tersebut dapat diambil kembali dengan
tebusan.”’

Diantara bentuk pinjaman untuk ke-hati hatian
maka hukum Islam memberikan solusi melalui akad

al-rabn, sebab menjaga kepentingan pemberi pinjaman
sangatlah diutamakan dalam istilah perbankan disebut
kreditur supaya jangan sampai kreditur ini dirugikan.
Oleh sebab itu, kreditur dibolehkan meminta barang
dari peminjam dalam istilah perbankan disebut
debitur, sebagai jaminan atas hutangnya. Schingga
apabila debitur tersebut tidak mampu melunasi

pinjamannya, maka barang jaminan dapat dijual oleh

¢7 Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Kenangan Syariab,
(Yogyakarta: Ekanisa, 2004), Edisi 2, h. 156
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kreditur untuk melunasi hutanganya. Konsep ini
dalam fikih Islam dikenal dengan istilah a/-Rahn.”

Al-rabn  didefinisikan  secara  syara’  yaitu

menjaminkan hutang dengan sesuatu yang bisa
menjadi pelunas hutang-hutang tersebut, atau nilainya
bisa melunasi hutang tersebut. Dalam artian,
menjadikan sesuatu yang berinilai dan bisa diuangkan
sebagai jaminan terhadap hutang.

Terdapat macam-macam definisi alrabn yang
dijelaskan oleh Ulama Fikih diantaranya: ©

a. Definisi menurut Mazhab Maliki a/-rabn sebagai
harta yang dijadikan jaminan hutang oleh
pemiliknya yang bersifat mengikat.

b. Definisi menurut Mazhab Hanafi a/rahn yaitu
menjadikan (barang) sebagai jaminan terhadap
hak (piutang) yang mungkin bisa dijadikan sebagai
pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya
maupun sebagian.

c. Definisi menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab
Hanbali a/-rahn dimaknai akad, yaitu menjadikan
materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang bisa
dijadikan pembayar hutang, Jika pihak yang

berhutang tidak bisa membayar hutang itu.

% Huzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Problematika Hukum
Islam Kontemporer, (Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan (LSIK),
2004) Cet. ke-3, h. 78

% Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, Bidayatu!
Al-Mujtahid al Mugtasid, (Beirut: Dar al-Jiih, 1990), h. 204
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Dari pengertian yang telah disebutkan maka
terdapat istilah— istilah yang di gunakan dalam
perjanjian gadai menurut hukum islam  sebagai
berikut:”

a. Pemilik barang atau penggadai diistilahkan
dengan rahin.

b. Orang yang memberi hutang atau penerima
gadai, diistilahkan dengan murtahin.

c. Obyek atau barang yang di gadaikan, diistilahkan
dengan marhun.

Marhun di tangan murtahin hanya berfungsi
sebagai jaminan utang dari rahin. Barang jaminan itu

baru dapat di jual atau di hargai dalam waktu yang
telah disepakati oleh kedua belah pihak dan hutang

tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh karena itu hak
kreditur tethadap barang jaminan hanya apabila debitur
tidak melunasi hutangnya. Dalam hukum islam, gadai

seperti ini termasuk salah satu akad muamalah yang
diperbolehkan dengan harus memenuhi persyaratan

dan kualifikasi tertentu.

2. Landasan Hukum Rahn (Jaminan)

Akad rahn diperbolehkan oleh syara’ dengan
berbagai dalil Al-Qut’an ataupun Hadis nabi SAW.
Begitu juga dalam zma’ Ulama berdasarkan pada
Firman Allah dalam QS.Al-bagarah.

70 Hasby As-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, (Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 362
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Artinya: [ika kamu dalam perjalanan (dan bermn'amalah

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
pennlis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpintang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang

dipercayai itu  menunaikan amanatnya (butangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tubannya; dan

Janganiah kamn (para saksi) Menyembunyikan persaksian.
dan  Barangsiapa  yang  menyembunyikannya, Maka
Sesunggnbnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan
Allah Maha mengetabui apa yang kamn kerjakan. (QS.Al-
bagarah [2]: 283).

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
Dalam perbankan, barang tanggungan biasa dikenal
sebagai jaminan atau co/lateral.”

Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa
ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam

keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa

secara langsung di pegang atau dikuasai (alqabdh)

71 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari'ah suatu Pengenalan
Umnm, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 184

56



secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya
karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang
atau dikuasai oleh pemberi piutang secara secara

langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan
yang dapat menjamin barang dalam keadaan status a/-
marbun (menjadi anggunan utang). Misalnya apabila
barang itu berbentuk sebdang tanah, maka yang
dikuasai (a/-gabdh) surat jaminan tanah.”
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan
Muslim dari Aisyah RA:
25 asdl e hedl e I 120 3 5 el
Sage e WD sidl dag ade A Lo ) 3 e &
() olg)) 2 e B33 a3 Jal )
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin
Asad telah menceritakan kepada kami " Abdul Wahid telah
menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; “Kami
pernab saling menceritakan dibadapan Ibrahim tentang gadai
dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah
menceritakan kepadakn Al Aswad dari "Aisyah radliallabu

‘anba babwa Nabi shallallabu 'alaibi wasallam pernah
membeli makanan dari orang Y abudi (yang pembayaranya) di

72 Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rabmatul Ummah Fi-Ikbtilafil
Aimmah, (Damaskus : Hasyimi, 1997), h. 233

73 Sabib al-Bukhari, Nomor Hadis 22011,(Maktabah Tsagifah al-
Diniyah, tt), ~ h. 2326
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masa _yang akan datang lalu Belian menggadaikan baju besi
Beliau (sebagai jaminan) (HR. Al-Bukhari) ”.

Dari hadis ini menurut pendapat Ulama fikih
peristiwa Rasulullah SAW me-rabn-kan baju besinya
itu adalah kasus ar-rabn yang pertama dalam islam dan

dilakukan sendiri oleh Rasulullah.™

Hadis lain tentang dasar di bolehkannya rabn:

86 1e 3lis Bl Gl s aﬁ,z@“”\ e i o s
e dey g ol B0 Jo A Dyt oy 30 06 31
Vlazbe oyl oly)) wma\h‘ﬁ a6 MAAL §JW

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali
Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepadakn Bapakkn
berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari
Qatadah dari Anas ia berkata, "Rasulullah shallallahu
"alaihi wasallam pernabh menggadaikan baju perangnya kepada
seorang yahudi di Madinah, lalu belian meminta gandum dari
yabudi tersebut untuk diberikan kepada
kelnarganya.”(HR.Ibnu Majah).

Hadis ini menceritakan bahwa Nabi
Muhammad SAW, pernah menggadaikan baju

74 Muhammad Amin Asy-Syinqit, Mudzakirah Ushul al-Fighi Ala-
Randatun-Nadzir, Madinah: Maktabah Al Ulum Wa Al-Hukm, 1990), h.
103

7 Sunan Ibnn Majah, Nomor Hadis 2429, (Darul Minhaj,tt), Jilid
2,h.309
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perangnya kepada orang yahudi di madinah dan
beliau meminta gandum untuk memberi makan
kelaurganya, dapat di ambil kesimpulan bahwa dari
hadis ini rahn di syariatkan.

Ulama fikih telah sepakat atas hal itu dan
tidak ada perbedaan pendapat tentang pemberlakuan
rahn bagi orang yang tidak berpergian. Jumhur Ulama
berpendapat bahwa gadai disyariatkan bagi orang yang
tidak berpergian sebagaimana juga disyariatkan bagi
orang yang bepergian, Hal ini berdasarkan perbuatan
rasulullah terhadap orang yahudi tersebut saat berada
di madinah. Adapun pembatasan rabn bagi orang yang
berpergian dalam ayat Al-Qur'an adalah pada
umumnya seperti itu, karna biasanya gadai (rabn)
terjadi pada saat berpergian.”

Pada uraian di atas para ulama fikih sepakat
membolehkan akad rzhn sebagaimana hadis nabi yang
merabnkan baju besinya kepada orang yahudi.

3. Rukun Dan Syarat Rahn

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat
rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara
bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk
sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah
ketentuan  (peraturan, petunjuk) yang harus
dipindahkan dan dilakukan. Rukun akad rabn terdiri

76 Hasby As-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, (Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 362
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atas rahin (orang yang menyerahkan barang), murtahin

(penerima barang), marhun atau rabn (barang yang di
gadaikan) dan marbun bih (hutang) serta zab kabul
adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari
adanya zab dan kabul. Gadai atau pinjaman dengan
jaminan benda memiliki beberapa rukun:”’
a. Aqgid (orang yang melakukan akad) meliputi dua
aspek:
1) Rabhin adalah orang yang menggadaikan barang.
2) Murtahin adalah orang yang berpiutang yang
menerima barang gadai sebagai imbalan uang
kepada yang dipinjamkan (kreditur)
b. Ma'qud ‘alaih (yang diakadkan), meliputi dua hal :
3) Marbun (barang yang digadaikan atau barang
gadai)
4) Dain Marbun biih, (hutang yang karenanya
diadakan gadai)
c. Sighat (akad gadai)
1) Orang yang menggadaikan
2) Akad Gadai
Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai
itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :™
a. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa
digadaikan.

77 Rachmat Syafei, Figih Muamalah, ( Bandung : Pustaka Setia,
2001), h. 164

78 Ibnu Qudamah, Al Mughni Dan Ibnu Rushd, Bidayah al
Mujtabid wa Nihayah al Magthasid, (.ebanon: Dar al Kitab al-Ulumiyabh, tt),
Jilid 2, h. 289
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b.

C.

Kepemilikan barang yang digadaikan tidak
terhalang seperti mushaf.

Barang yang digadaikan bisa dijual manakala
pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Sayyid Sabiq syarat sahnya akad rahn (gadai)
adalah:”

d.
e.

f.

g.

Berakal

Baligh

Bahwa barang yang dijadikan (jaminan ) itu ada
pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.

Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang
menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya.

Barang yang digadaikan menurut pendapat Ulama

Syafi'iyah, memiliki tiga syarat

a.

Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak

dapat digadaikan.

. Menjadi hak milik, karena sebelum menjadi hak

milik tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang
menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan
yang dipinjamnya.
Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses
pembayaran.

Berhubungan dengan pendapat di atas, Sulaiman

Rasyid mengatakan rukun rahn ada empat yaitu :*

7 Sayyid Sabiq, Fighu As- Sunnah,(Beirut: Dar Al-Fikr,2000), h.

256

80" Sulaiman Rasyid, Figih Islam, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo,

2010), h. 168
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a. Lafadz (kalimat akad) seperti ”Saya gadaikan atau
jaminan ini kepada engkau untuk hutangku yang
sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang:
”Saya terima gadai atau jaminan ini”

b. Yang menggadaikan atau jaminan dan yang
menerima gadai atau jaminan (yang berhutang dan
yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya
ahli zasarruf (berhak membelanjakan hartanya).

c. Barang yang digadaikan atau jaminkan , tiap-tiap
zat yang boleh dijual boleh digunakan dengan
syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum
sampal janji utang harus dibayar.

d. Apabila barang yang digadaikan atau jaminkan
diterima oleh yang berpiutang, yang punya barang
tidak boleh menghilangkan barang itu, baik dengan
jalan dijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali
dengan ijin yang berpiutang.

Dapat disimpulkan bahwa  syarat-syarat gadai di

antaranya :

a. Rahin dan Murtahin pemberi dan penerima gadai
disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap
untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai
dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan
baligh.

b. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu
dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

c. Rabn mempunyai sisi melepaskan barang dan
pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka
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tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau
dengan suatu waktu di masa depan.

d. Marbun bih (utang) Menyangkut adanya utang,
bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan
utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut
bukan merupakan utang yang bertambah-tambah
atau utang yang mempunyai bunga, sebab
seandainya utang tersebut merupakan utang yang
berbunga maka perjanjian  tersebut sudah
merupakan perjanjian yang mengandung unsur
riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan
dengan ketentuan syari'at Islam.

Dari ketentuan yang telah di uraikan syarat dan
rukun 7zbn akan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya
maka perlu diperhatikan sebagaimana uraian diatas agar
akad rabn sah secara hukum syara’.

4. Macam-macam Rahn
Rabn  yang diatur menurut prinsip Syariah
dibedakan atas dua macam yaitu:*'
a. Rabn qar
Rahn qar, rabn rasmi, rabn takmini, rabn tasily,
merupakan bentuk gadai dimana barang yang
digadaikan hanya dipindahkan kepemilikan. Namun
barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan

dipergunakan oleh pemberi gadai. Contohnya Mukti

81 Djoko Muljono, Bukn Pintar Akuntansi Syariah, (Yogyakarta:
Andi, 2015), h. 238-239

63



memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp. 10.000.000.

Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti
menyerahkan BPKB mobilnya kepada Ratna secara
rabn qar, namun mobilnya masih digunakan oleh
Mukti.
b. Rahn Hiyazi

Bentuk rabn hiyazi inilah yang sangat mirip
dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun
dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rabn gar
yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang,
maka pada rahn Azyazi tersebut barangnya pun dikuasai
oleh kreditur. Contoh mukti memiliki utang kepada
Ratna sebesar Rp. 10.000.000. Sebagai jaminan atas
pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan
mobilnya kepada Ratna secara rabn  hiyazu.
Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum
positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam
jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam
hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil
manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil
manfaat tersebut dengan menanggung  biaya
perawatan dan pemeliharaannya. Dalam praktik, yang
biasanya diserahkan secara rahn adalah benda-benda
bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor.
Rahn dalam Bank Syariah juga biasanya digabungkan
dengan Qard atau pembiayaan yang diberikan oleh
Bank Syariah kepada nasabah. Rahn juga dapat
diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat
konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal
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usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang
kampung pada waktu lebaran, dan lain sebagainya.
Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan
dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.*

5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad
Rahn
a. Hak dan Kewajiban Murtahin Penerima gadai
memiliki tiga hak utama sebagai berikut:

1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila
rahin tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat
jatuh tempo, dalam konteks KUH Perdata
dikenal dengan istilah parate executie yaitu
kebolehan untuk menjual sendiri benda milik
debitur apabila wanprestasi maupun secara riil
eksekusi dengan permohonan kepada hakim
terlebih dahulu.”” Hasil dari penjualan barang
gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi
pinjaman (warbun bih) dan jika ada sisa
dikembalikan kepada rabin.

2) Pemegang  gadai  berhak  mendapatkan
penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk
menjaga keselamatan marhun.

3) Pemegang gadai pun memiliki hak retensi (hak
untuk menahan) barang yang digadaikan sampai
dengan utang yang menimbulkan perjanjian

82 Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Syariah, (Yogyakarta:
Andi, 2015), h. 238-239

83 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak
_yang Memberi Jaminan, Jilid 2, (Jakarta: Indohill, 2009), Cet. ke-3, h. 36-38
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gadai dilunasi oleh pemberi gadai, sedangkan
yang menjadi kewajiban dari murtabin (penerima
gadai) ada tiga.

a) Penerima gadai bertanggungjawab atas

hilang atau merosotnya barang gadai, apabila

disebabkan oleh kelalaiannya.**

b) Penerima gadai tidak dibolehkan
menggunakan  barang  gadai  untuk
kepentingan sendiri.

c) Penerima gadai wajib memberitahukan
kepada pemberi gadai sebelum diadakan
pelelangan atau penjualan barang gadai.”

b. Hak dan Kewajiban Rabin (Pemberi Gadai)
Adapun yang menjadi hak dari pemberi gadai
(rahin) ada empat:

1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali
barang  gadai, apabila  telah  dilunasi
pinjamannya.

2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian
dari kerusakan dan hilangnya barang gadai,
apabila hal tu disebabkan kelalaian penerima
gadai.

3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil
penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya
pinjaman dan biaya lainnya.

84 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalan Sistemr Hukum
Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), Cet. ke-3, h. 178

8 Riduan Syahrani, Seiuk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata,
(Bandung: Alumni, 2000), h. 147
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4

5)

Pemberi gadai berhak meminta kembali barang
gadai apabila penerima gadai diketahui
menyalahgunakan barang gadai. Selanjutnya
dalam Pasal 355, 556, dan 357 KHES
(Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah)
dinyatakan bahwa rahin memiliki hak dapat
menerima atau menolak akad jual beli yang
dilakukan oleh penerima gadai jika penerima
gadai menjual harta gadainya tanpa izin, dapat
melakukan kesepakatan untuk meminjamkan
harta gadai kepada pihak

Tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa
seizin pembeti gadai.” Yang menjadi kewajiban
dari pemberi gadai (rahin) yaitu pemberi gadai
wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya
dalam tenggang waktu yang ditentukan
berdasarkan perjanjian, termasuk biaya-biaya
yang ditentukan oleh penerima gadai dan
pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas
barang gadai miliknya, apabila dalam jangka
waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak
dapat melunasi peminjamnya.®’

Mahkamah Agung  Republik Indonesia,

https:/ /badilag.mahkamahagung.go.id/
seputar-ditjenbadilag/seputarditjenbadilag/draft-kompilasi-hukum-acara-
ekonomi-syariah-berubah-menjadiperma .diakses pada tanggal 12 juni
2020 pukul 10.00 WIB

87 Abdul Ghofur Anshorti, Gadai Syariah di ndonesia: Konsep,
Implementasi, dan Institusionalisasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2000), Cet. ke-1,  h. 93
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6. Pemanfaatan Objek Rahn
Ada beberapa ketentuan tentang pemanfaatan
objek rabn dengan uraian sebagai berikut:

a. Pemanfaatan rabin atas marhun (borg/barang yang
digadaikan) Terdapat perbedaan antara beberapa
ulama terkait pemanfaat warhun oleh rahin, rabn
tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin dari
murtahin.” Ulama Malikiyah berpendapat bahwa
rahin boleh memanfaatkan marbun apabila marbun
sudah berada ditangan murtahin, sedangkan ulama
Syaftiyah  berpendapat bahwa rabin  dapat
memanfaatkan marbun tanpa izin dari murtahin
apabila pemanfataan marbun  tersebut tidak
menyebabkan marbun berkurang, misalnya dalam
hal mengendarai ataupun menempati. Selain itu,
ulama Syafi’iyah berbedapat pula dalam hal rahin
memanfaatkan  marbun  yang  menyebabkan
pengurangan terhadap mwarhun tersebut, maka rahin
harus meminta izin kepada murtabin misalnya
pemanfaatan sawah dan kebun.”

b. Pemanfaatan murtahin atas marbun (barang yang
digadaikan) Penggunaan akad gadai pada dasarnya

sebagai bentuk kepercayaan semata, bukan untuk

8 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak
_yang Memberi Jaminan, Jilid 2, (Jakarta: Indohill, 2009), Cet. ke-3, h. 40

8 Abdul Ghofur Anshorti, Gadai Syariah di ndonesia: Konsep,
Implementasidan  Institusionalisasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2000), Cet. ke-1, h. 96
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tujuan keuntungan. Berbeda dengan akad giradh
yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk giradh
yang mengalirkan manfaat adalah riba. Di dalam
slam, gadai dapat pula barang berupa hewan

ternak. Hewan ternak yang dijadikan barang
gadaian dapat dimanfaatkan oleh wurtahin dan apun
mendapatkan imbalan atas pemiliharaan hewan
ternak tesebut sesuai dengan besaran yang

dikeluarkan. Hal ini didasarkan pada hadis
Rasulullah SAW sebagai berikut:

ngff(jb“"m’dwuwwwfy‘b
&’4’3 J\éa\ééjﬁd\u&f\;u;
éml@}}éﬂ‘é@“ﬁ;@u 5) &85 b da;
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f\a@,\;bﬁyw‘cﬁ"f@;jyéﬁ’o%&b
G Lusll 16 J}ckﬁj)ﬂjy)md\u;&»ﬁ
W e Jadly bﬁ’fvf’d\u&d\wd\ LaE Y
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N Sunan Tirmidzi, Nomor Hadis 1175, (Qahirah: Dar-ibn al-
Jauzi), Jilid 2,  h. 389
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abn Kuraib
dan Yusuf bin sa kednanya berkata; Telah menceritakan
kepada kami Waki' dari Zakariya dari Amir dari Abu
Hurairah a  berkata; Rasulullah  shallallabn  'alathi
wasallam bersabda: "binatang kendaraan boleh dikendarai
Jika hewan tu digadaikan dan susunya boleh diminum jika
a digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan
meminumnya wajib memberi nafkah.” Abu isa berkata;
Hadlis ini hasan shahib, kami tidak mengetabuinya sebagai
hadis marfu' kecuali dari hadis Amir Asy Sya'bi dari Abu
Hurairah dan hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak
perawi dari Al A'masy dari Abu Shalib dari Abu
Hurairah  secara manguf, hadis ini dapat djjadikan
landasan  amal  menurut  sebagian  ulama,ini  adalah
pendapat Abmad dan ishaq. Sedangkan sebagian ulama
mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat

dari penggadaian sedikitpun.(HR. Tirmidzi).

Dari hadis ini peristiwa menggadaikan
binatang yang dikendarai, boleh dimanfaatkan segala
sesuatu yang melekat pada hewan tersebut dan
diperintahkan untuk merawat dan menjaga hewan
yang digadaikan tersebut.

Apabila murtahin tidak memberi makan hewan
ternak tersebut, maka segala sesuatu yang dihasilkan
dari hewan ternak tersebut termasuk barang gadaian

dan menjadi rahn bersama asalnya, termasuk dalam

katagori ini adalah anak, bulu, buah, dan susunya
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karena manfaat barang gadai adalah milik 7zhzn. Hal ini

didasarkan pada sabda Nabi ”dia berhak memperoleh
bagiannya dan berkewajiban (membayar) gharamab-
nya”.

Imam Syafi’i berpendapat berbeda terkait
dengan hal ini bahwa anak, bulu, buah, dan susu tidak
termasuk sebagai barang gadai. imam Malik yang
menyatakan bahwa anak binatang dan anak pohon
kurma sebagai barang gadai. Murtahin dapat meminta
pembayaraan atas pemeliharaan barang yang
digadaikan, namun dengan ketentuan meminta izin
dari rahin. Apabila tidak ada izin dari rabin maka,
murtahin tidak dapat meminta rzbin untuk membayar
biaya yang telah dikeluarkan. Menurut Al-Jazairi dapat
dikecualikan, apabila jarak murtahin dan rabin sangat
jauh, karena murtabin telah sukarela untuk mengurus
barang yang digadaikan.” Ataupun dalam kondisi
rabin-nya tidak ada, maka murfahin minta penetapan
hakim dapat meminta biaya pemeliharaan kepada
rahin, meskipun dikemudian hari rahin ada dan tidak
setuju, hal ini bertujuan untuk melindungi
kepentingan  murtabin  atas  kesukarelaan untuk

mengurus zzarbun.

U Abu Bakar Janit Al Jaziri, Minbajul Muskim, (Madinah:
Maktabatul al-Ulum wa al-Hukm, 2000), h. 533
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Terkait dengan pemanfaatan marbun selain
hewan ternak oleh murtahin, Ulama Hanafiah
berpendapat  bahwa  murtabin  tidak  boleh
memanfaatkan borg (marhun) sebab hanya berhak
menguasai dan tidak boleh memanfaatkan. Ulama
Malikiyah dan Syafr’iyah berpendapat bahwa murtabin
dibolehkan untuk memanfaatkan borg (marhun) jika
dizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan
barang tersebut barang dapat diperjual belikan serta
ditentukan waktunya secara jelas. Ulama Hanabilah
berpendapat bahwa borg selain hewan ternak tidak
dapat dimanfaatkan oleh »urtahin, kecuali dengan izin
rabin”

Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan
pemanfaatan objek rzbn diperbolehkan atau tidak
ulama berbeda pandangan jika seizin pemilik barang
maka jumhur ulama sepakat membolehkan jika tanpa
seizin jumbur ulama berbeda pendapat.

Berakhirnya akad Rahn dan Pembatalan akad

Rahn

Beberapa hal-hal yang menyebabkan batalnya akad

rahn sebagai berikut:

a. Berakhirnya akad Rabz Salah satunya yang
menyebabkan berakhirnya perikatan adalah telah
dilaksanakannya suatu prestasi atau  tidak

melaksanakan persentasi, namun bagaimana

144

92 Sayyid Sabiq, Fighu As- Sunnah,(Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h.
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dengan gadai yang merupakan suatu perjanjian
turunan (jaminan) terhadap petjanjian jual beli,
dalam hal ini maka ada kewajiban bagi pihak yang
berutang untuk mengembalikan pinjaman disertai
dengan ditambah biaya pemeliharan (#jrah), namun
apabila si berutang tidak mau untuk membayar
maka si berutang memiliki kewajiban untuk
memberikan izin kepada pemegang gadai untuk
menjual barang gadaian. Apabila pemberi gadai
masih tidak mau untuk memberikan izin penerima
gadai untuk menjual barang gadaiannya, maka
pihak penerima gadai dapat meminta penetapan
kepada hakim untuk memaksa pemberi gadai
untuk membayar pinjamannya atau memberikan
izin penerima gadai untuk menjual barang gadaian
tersebut.”

b. Sayyid Sabiq mengatakan terdapatnya klausa
murtabin berhak menjual barang gadai pada waktu
jatuh tempo apabila pemberi gadai tidak membayar
utang pokok maka hal ini diperbolehkan.” berbeda
dengan imam Syafi’i yang menyatakan adanya
klausa murtabin dapat menjual barang gadai pada
waktu jatuh tempo berakibat akad rzhn batal demi
Hukum. Pandangan imam Syafi’i didasarkan oleh
sabda Nabi SAW yang bertujuan untuk memutus

93 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak
_yang Memberi Jaminan, Jilid 2, (Jakarta: ndohill, 2009), Cet. ke-3, h. 40

94 Sayyid Sabiq, Fighu As- Sunnah,(Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h.
145
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kebiasaan orang Arab bahwa penerima gadai boleh
memiliki barang gadaian apabila utang telah jatuh
tempo. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh
Muawiyyah bin Abdullah bin Jafar bahwa pada saat
itu ada orang yang menggadaikan rumahnya di
Madinah, maka kemudian ketika jatuh tempo,
penerima gadai menyatakan bahwa rumah tersebut
menjadi  miliknya. Maka untuk menjawab
permasalah tersebut Rasulullah SAW bersabda:

2

A e B gl sEs gy Felks
o B Jo 20 25 5 05 5ol e 05
S;J\ 53) aase adeg asb aslal 2adl Hi VLo
*9(
Artinya: Dari Abmad bin yunus, dari ibnn abi dzi’bi,
dari zubri dari sa’id ibnu musayyib, bahwa Nabi saw
Bersabda: "Gadai tn tidak menutup yang punya dari
manfaat barang itn, faedabnya kepunyaan dia, dan dia
wajib  mempertanggung  jawabkan  segalanya”. (HR.
Daruqutny dan Al-Hakim).
Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan jika
barang yang digadaikan tidak menghalangi pemilik

barang untuk mendapatkan manfaat dari barang
yang digadaikan untuk diambil manfaatnya.

P ALMustadrak  ala  ash-Shahibain, No. Hadis 2278, (Darul
Haramain: At-Thaba’ah wa At-Tauzi’), Juz II, h. 248
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Pendapat imam Syafi’i ternyata diperkuat oleh
Al-Jazairi yang mengatakan bahwa apabila rabin
mensyaratkan marbun tidak dapat dijual ketika

utangnya jatuh tempo, maka rzhn menjadi batal.
Demikian pula apabila murtahin mensyaratkan
bahwa barang gadai (warbun) menjadi milik

murtahin ketika jatuh tempo, maka akad rabn

menjadi tidak sah.
Akad rabn dapat berakhir dengan hal-hal
sebagai oleh barang telah diserahkan kepada

pemiliknya, rahin membayar utang pokoknya, dijual
dengan perintah 7zbin atau hakim dan pembebasan
utang dengan cara apapaun, meskipun tidak ada
persetujuan pihak rabin, hal ini hampir sama
dengan gadai yang dikenal dalam KUH Perdata,
ibnu Al-Mundzir mengatakan bahwa: ’Siapa yang
menggadaikan sesuatu dengan harta, kemudian
akan melunasi sebagainnnya, dan menghendaki
mengeluarkan  sebagain  barang  gadaiannya,
sesungguhnya yang demikian itu masih bukan

miliknya sebelumnya melunasi sebagain lainnya
dari haknya atau pemberi utang
membebaskannya”.

Dalam hal marbun mengalami kerusakan yang
disebabkan oleh murtahin, maka murtahin wajib
bertanggung jawab atas kerusakan barang gadai

tersebut, berbeda dengan kondisi kerusakan barang
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gadai bukan disebabkan oleh kelalaian dari
murtahin, maka murtahin tidak wajib mengganti
kerugian dan utang pokoknya masih ada, namun
apabila rabin pailit (tidak mampu/insolven) atau
meninggal dunia, terhadap murtahin berhak atas
barang yang menjadi gadainnya, sedangkan apabila
penjualan objek gadai tidak mampu menutup utang
rahin pada murtabin, maka murtabin berhak atas
kekayaan lainnya rabin, namun dalam kondisi ini
posisi rahin seimbang dengan kreditur lainnya.”

c. Pembatalan Akad Rahn selain berakhirnya akad
rahn, akad ini juga dapat dilakukan pembatalan
(fasakh). Perihal pembatalan akad rzh# ini diatur di
dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam).
Pembatalan akad gadai dapat terjadi dengan sebab
harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai,
penerima gadai dapat dengan kehendak sendiri
membatalkan akad gadai, pemberi gadai dan
penerima gadai melakukan kesepakatan untuk
melakukan pembatalan gadai tersebut. Barang yang
menjadi objek gadai dalam hal kesepakatan para
pihak tersebut, menurut Pasal 340 ayat (2) KHES

(Kompilasi Hukum Ekonomi Islam)penerima

% Heri Sudarsono, Bank dan Lenbaga Kenangan Syariah Deskripsi
dan lustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 172
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gadai boleh menahan harta gadai sampai dengan

utang pokok dilunasi oleh pemberi gadai.q7

8. Eksekusi Rahn

Eksekusi barang gadai dapat dilakukan dengan dua

cara:

a.  Parete executie adalah penjualan barang gadai yang
dilakukan dengan cara penjualan di muka umum
penjualan di muka umum yang dimaksud adalah
lelang

b. Ril executie dengan cara di bawah tangan
sedangkan penjualan di bawah tangan yaitu
dengan meminta persetujuan terlebih dahulu
kepada debitur

Salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh
penerima gadai adalah menjual barang gadai adalah

dengan melakukan lelang. Dalam pelelangan, barang

ditawarkan untuk dijual oleh pemiliknya, dengan
harapan mendapatkan harga tertinggi dari sejumlah
penawar. Pada lelang pihak penawarlah yang
membuat penawaran dengan ketentuan pihak pelelang
dapat memutuskan untuk menerima atau menolak
penawaran. Lelang adalah penjualan barang yang
terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara
tertulis dan/atau lisan yang semakin meiningkat atau

9https:/ /badilag.mahkamahagung.go.id/seputat-ditjen-
badilag/seputarditjenbadilag ~ /draft-kompilasi-hukum-acara-ckonomi-
syariah-berubah-menjadiperma. diakses pada tgl 12 juni 2020 pukul 10.00
WIB
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menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang

didahului dengan pengumuman lelang. Lelang
berdasarkan PMK tersebut dapat dilakukan dengan
penjualan barang di depan umum dengan harga
meningkat atau menurun. Lelang dengan mencapai
harga tertinggi dapat berbentuk penawaran barang
tertentu  kepada penawar yang pada mulanya

membuka dengan harga rendah, kemudian semakin
naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli
dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang dalam
Hukum barat atau disebut dengan lelang naik yang
dipraktikan di peradilan umum. Lelang dengan sistem
tersebut masith menjadi perdebatan apakah sudah
sesuai dengan ketentuan syariah atau belum,
sedangkan dengan harga menurun yaitu penawaran
barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan
harga tertinggi, kemudian semakin turun sampai pada
akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan
tawaran tertinggi yang disepakai dengan penjual.
Lelang seperti ini sudah sesuai dengan ketentuan
syariah. Harga penawaran pertama (tertinggi) disebut
dengan Harga Penawaran Lelang (HPL) bisa berupa
Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah
(HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan
memperhitungkan kualitas barang, daya tarik, serta

animo pembeli 7zarhun pada saat lelang. Bentuk lelang
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dapat pula ditawarkan dalam sistem bursa efek untuk
penjualan saham secara syatiah.”

Pasar lelang didefinisikan sebagai suatu pasar
yang terorgainisir dimana harga menyesuaikan diri
terus menerus terhadap penawaran dan permintaan,
serta biasanya dengan harga barang dagangan standar,
jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak
saling kenal. Pelaksanaan di pasar lelang dapat
memuat persyaratan seperti penjual dapat menolak
tawaran yang dianggap terlalu rendah dengan
memakai batas harag terenda atau cadangan
(preservation price), di pegadain konvensional dengan
menggunakan metode Harga Limit Lelang (HLL),
yang bisa berupa Inilai Pasar Lelang (NPL), dan Inilai
Minimum Lelang (NML). Tujuan ini untuk mencegah
terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh komplotan
lelang (auction ring) dan komplotan penawar (bidder’s
ring) vyaitu sekelompok pembeli dengan yang
bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah,
dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara
mereka. Pembatasan harga terendah pun bertujuan
untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh
penjual lelang (kuasa lelang) dan pembeli yang akan

merugikan pemilik.

98 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Y ogyakarta: Sinar Grafika,
2002), h. 102
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Pada dasarnya Islam memperbolehkan praktik
lelang sebagaimana menghalalkan jual beli yang halal

dengan cara lelang. Menurut fikih istilah lelang

menggunakan akad Bai’ Muzayadah. Praktik lelang
pernah  dilaksanakan  pada masa  Rasulullah
berdasarkan Hadis riwayat bnu Majah sebagal berikut:
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S g V5

z

"(arke ) D\ﬂ)@ﬁ - 5
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin
Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami sa bin
Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al Akhdlar
bin Ajlan berkata, telah menceritakan kepada kami Abn

Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik berkata, "Seorang
lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahn 'alaibi

wasallam dan meminta kepada Belian. Maka belian pun
bertanya kepadanya: " Apakah di rumabmu ada sesuatu?”dia
menjawab, “Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami
pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuab gelas
yang kami gunakan untuk minum air.”’ Belian bersabda:
"Berifanlah keduanya itu untukkn.” Anas berkata, "Orang
itu lantas membawa kednanya hingga Rasulullah shallallabu
‘alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian
bersabda: "Siapa yang man membeli dua barang ini?” Seorang
laki-laki berkata, "Saya man membelinya dengan satn
dirham! 7 Belian bertanya  lagi:  “Siapa  yang man
menambabnya?”’ Beliau nlangi pertanyaan itn dua atau tiga
kali. Lalu seorang laki-laki berkata, S aya akan membelinya
dengan dua dirbam.” Lalu Belian memberikan barang

tersebut kepadanya, kemudian meminta nang pembayarannya

4, h.120

9 Sunan Ibnu Majah, Hadis nomor 2189, (Darul Minhaj,tt), Jilid
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seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi. Belian
kemudian bersabda: "Belilah makanan dengan satn dirbam
untuke keluargamn, dan sisanya belikanlah sebuah kapak.
Setelah tu bawalah kapak itu kepadakn.” Laki-laki itn pun
melakukannya, Rasulullah shallallabn 'alaibi wasallam
kemudian mengambil kapak dan memasang kayn sebagai
gagangnya. Beliau lalu bersabda: “Pergi dan carilah kayn
bakar, dan selama lima belas hari ini aku tidak ngin
melihatmu.”’ Setelah tu, laki-laki tersebut pergi mencari kayn
bakar dan menjualnya. Kemudian dia datang menemni Nabi
setelah menghasilkan sepulub dirham, belian lalu bersabda:
"Belilah makanan dengan separubh wangmn dan  belilah
pakaian  dengan  separnb  yang lain.”’ Kemudian belian
bersabda: “Ini lebib baik bagimu daripada kamn datang dan
meminta-minta. Pada hari kiamat kelak meminta-minta
akan menjadi titik hitam di wajabmn, maka tidak boleh
meminta-minta kecuali bagi orang yang sangat fakir, atau
orang yang ferlilit hutang, atan darah yang menyakitkan

(untuk membayar denda karena membunub orang).(HR. bnu
Majah)

Untuk menghindari penyimpangan praktik
lelang terhadap ketentuan syariah, norma, dan etika
diperlukan adanya panduan terkait hal tersebut yang
memuat diantaranya:

a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap Hukum

atas dasar saling sukarela (“an taradin).
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b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.

c. Kepemilikan/kuasa penuh atas barang yang dijual.

d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang
tanpa adanya manipulasi.

e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.

f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati
tanpa berpotensi meinimbulkan perselisihan.

g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada
kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Bentuk  kecurangan yang terjadi untuk
mendapatkan keuntungan dari jual beli secara lelang
ini dapat diklasifikasikan sebagai praktik #ajasy yang
diharamkan oleh Rasulullah atau dapat pula
diklasifikasikan sebagai bentuk risywah (sogok) bila
penjual atau pembeli menggunakan uang, jasa ataupun
cara lainnya dengan maksud untuk memenangkan
penawaran tersebut.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
membuat pengaturan tentang lembaga lelang sudah
diatur dalam hal terjadinya cidera janji oleh pemberi
gadai, namun tidak serta merta dengan adanya cidera
janji penerima gadai dapat melakukan eksekusi
terthadap barang gadai. Penerima gadai harus
menunjukan tikad baik dengan memperingatkan
pemberi gadai akan kewajibannya, namun apabila
penerima gadai telah memperingatkan dan pemeberi

gadai tidak melunasi utangnya, maka penerima gadai
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dapat melakukan penjualan paksa terhadap objek
gadai melalui mekanisme lelang syariah.'”

Selain dengan cara parate eksekusi yang
dilakukan dengan lelang maupun penjualan di bawah
tangan. Eksekusi barang gadai dapat dilakukan dengan
cara riil eksekusi yaitu ada kalanya penerima gadai
meminta permohonan terlebih dahulu kepada hakim

untuk menjual barang gadai tersebut, hal ini bertujuan

agar barang gadai menghasilkan uang yang banyak,
sebab penerima gadai mempunyai kepentingan agar
harga jual paling tidak menutupi piutangnya. "

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membuat
kajian mengenai penggunaan akad rahn dalam dunia
perbankan melalui lembaga Dewan Syariah Nasional
(DSN) yang dikeluarkan guna mengatur regulasi
penerapan akad ini pada Lembaga Keuangan Syariah
berikut fatwa DSN tentang rabn.

9. Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002
Tentang Rahn

Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan
Fatwa terkait penggunaan akad rzbn melalui lembaga
Dewan Sayariah Nasional (DSN) MUI untuk regulasi

10https:/ /perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource
/ebook/02.pdf pdf diakses pada tanggal 12 juni 2020 pukul 10.00 WIB

1011 Satrio, Hukum Janinan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2007), h. 126
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praktiknya pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai
berikut:

Pertama: Hukum Bahwa pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam
bentuk Rabn dibolehkan dengan ketentuan sebagai

berikut.'”

Kedua: Ketentuan Umum

a.  Murtabin (penerima barang) mempunyai hak
untuk menahan Marhun (barang) sampai semua
utang Rabin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

b. Marhbun dan manfaatnya tetap menjadi milik
Rahin.Pada  prinsipnya, Marbun tidak boleh
dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin,
dengan tidak mengurangi inilai Marbun dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya
pemeliharaan dan perawatannya.

c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marbun pada
dasarnya menjadi kewajiban Rabin, namun dapat
dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya
dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
kewajiban Rabin.

12 Tembar Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002
Tentang Rabn, http://mui.or.id/wp-content/uploads/ files/fatwa/25-
Rahn, pdf diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 10.00 WIB
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d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan
Marbun tidak boleh ditentukan berdasarkan

jumlah pinjaman.
e. Penjualan  Marhun  Apabila jatuh  tempo,
Murtahinharus memperingatkan Rahin untuk

segera melunasi utangnya.

1) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi
utangnya, maka Marhun dijual
paksa/dieksekusi melalui lelang  sesuai
syariah.

2) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk
melunasi utang, biaya pemeliharaan dan
penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan

3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik
Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban

Rahin. Ketiga : Ketentuan Penutup

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal dtetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
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kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagai-mana mestinya.'"

D. Safe Deposit Box (Sunduq Hifdzi Ida’)

1. Pengertian Safe Deposit Box (Sunduq Hifdzi
1da))

Menurut Kamus Umum Lengkap Inggris-
Indonesia pengertian Safe adalah peti besi, Deposit
adalah menyimpan, simpanan sedangkan Box adalah
memasukan kedalam kotak."*

Melayu memberikan pengertian Safe Deposit Box
atau pelayanan aman dalam bukunya dasar-dasar
perbankan adalah sarana penyimpanan barang-barang
berharga berupa box atau kotak- kotak, kecil yang
didesain sedemikian rupa dan setiap boxnya memiliki
kunci istimewa tahan api, serta disimpan dalam
ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang.'”

Hal ini  sebagaimana pendapat yang
dikemukakan oleh Thomas Suyatno dalam bukunya
kelembagaan perbankan Safe Deposit Box merupakan
salah satu sistem pelayanan Bank kepada masyarakat

103 Tembar Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002
Tentang Rabn, http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-
Rahn, pdf diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

104 Saodah Nasution, Kamus Umum Lengkap, (Jakarta: Mutiara
Sumber Widya, 1999), h.222

105 Melayu SP.Hasibuan, Dasar- Dasar Perbankan, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2005) h.169
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dalam bentuk bank menyewakan kotak (box) dengan
ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang
berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah
menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut.'”

Safe deposir box atau pelayanan simpanan amanah
adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga
berupa boks/kotak-kotak kecil yang didesain
sedemikian rupa dan setiap boks memiliki kunci yang
istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan

yang kuat, sehingga sulit dicuri orang.

2. Kegunaan Safe Deposit Box

a. Barang-barang berharga yang dimiliki masyarakat
semakin  banyak, jadi diperlukan  sarana
penyimpanan yang lebih aman.

b. Penyimpanan barang-barang berharga itu akan
lebih aman apabila disimpan dalam Safe Deposit Box
suatu bank.

c. Barang-barang disimpan dalam box tersedia, kunci
boksnya dipegang penyimpanan masing-masing,
sedang Master Key (kunci utamanya) dipegang oleh
karyawan bank sehingga penyimpanan lebih aman.

d. Penyimpanan barang dapat sewaktu-waktu
mengambil atau menyimpan barangnya selama
masa berlakunya sewa kontrak Safe Deposite Box

asalkan sesuai dengan peraturan.

196 Thomas Suyatno,dkk, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta:
PT.Granmedia Pusaka Utama, 2007), h. 69
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e. Safe Deposite Box merupakan sumber pendapatan
bagi bank tersebut.'"”

f. Keamanan dokumen juga terjamin, hal ini
disebabkan peralatan keamanan canggih, Safe
deposit box terbuat dari baja tahan api, terdapat dua
buah anak kunci dimana Safe deposit box hanya dapat
dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-
masing dipegang oleh bank dan nasabah, serta
tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah
nasabah pemegang safe deposit box maupun bank.

g. Menjamin  kerahasiaan  barang-barang  yang
disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu si safe
deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah
ditentukan sebelumnya.

3. Kelemahan Safe Deposit Box
Selain berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh

Safe Deposit Box seperti keamanan dan kenyamanan,

ada beberapa kelemahan, yaitu:

a. Biasanya nasabah tidak dapat mengakses Safe
Deposit Box diluar jam kerja, sehingga jika terjadi
kebutuhan mendadak harus menunggu pada hari
kerja.

107 “BSM Priorty
“https:/ /www.manditisyariah.co.id/consumet-banking/mandiri-syatiah-
priority diakses pada tgl 2 juni 2020 pukul 10.20 WIB
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b. Jika ada oknum bank yang nakal, nasabah dapat
menjadi incaran. Hal ini pernah terjadi di

indonesia.'”®

4. Sarat-syarat Kontrak Sewa Safe Deposite Box
Penyewa harus jujur menurut peinilaian bank
bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Pengontrak harus memberikan jati dirinya
(fotokopi KTP, SIM, Paspor, dll).
b. Pengontrak harus menandatangani surat perjanjian
dan speciment.
c. Pengontrak harus membayar uang kontrak terlebih
dahulu.
d. Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan
hanya dapat dilakukan oleh pengontrak.
e. Penyimpananan dan pengambilan barng simpanan
hanya dapat dilakukan oleh pengontrak.
f. Penyimpanan dan pemngambilan barang simpanan

harus sesuai dengan prosedur yang dtetapkan bank

bersangkutan.

5. Prosedur pembukaaan Safe Deposit Box
a. Calon nasabah Safe Deposit Box harus mengajukan
permohonan kepada bank.
b. Calon pengontrak harus menandatangani surat

petjanjian dan specment.

108 “BSM Priorty
“https:/ /www.manditisyariah.co.id/consumet-banking/mandiri-syatiah-
priority diakses pada tgl 2 juni 2020 pukul 10.20 WIB
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c. Pengontrak harus membayar terlebih dahulu vang
kontrak.

d. Pengontrak harus mengembalikan kunci box-nya
apabila kontraknya habis.

Apabila pengontrak meninggal dunia, yang
berhak mengambil simpanan adalah ahli waris yang
sah. Berdasarkan ketentuan yang telah dimuat di
atas maka Dewan Syariah Nasional (DSN) dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) / IV / 2002,
tentang Safe Deposit Box menyatakan bahwa besar
biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan
sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan
syarat garah.'"”

Dari uraian diatas jika penyewa layanan safe
deposit box meninggal dunia maka bisa diwakilkan

oleh ahli warisnya sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI.

6. Pengamanan Safe Deposit Box.
a. Pengontrak Safe Deposit Box lakukan secara
selektif.
b. Perjanjian Safe Deposit Box jelas mengikat.
Penyimpanan pengembilan barang simpan dalam
ruangan Safe Deposit Box.

d. Safe Deposit Box dan ruangannya didesain
sedemikian rupa sehingga kuat aman.

109 http://www.DSN-MUI/IV/2002 Safe Deposit  Box.co.id,
diakses pada tanggal 3 juni 2020, pukul 20.00
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e. Master Key kunci box baik sulit palsukan.

t.  Master Key pegang karyawan sedangkan kunci
boks pegang nasabahnya.

g. Ruangan Safe Deposit Box hanya dapat masuki
petugas nasabah.

h. Master  ke¢y dan  disimpan oleh  yang

bersangkutan.110

7. Keuntungan membuka jasa Safe Deposit Box:
a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah :
1) Biaya sewa
2) Uang setoran Jaminan yang mengendap
3) Pelayanan nasabah
4) Pelanggaran nasabah
b. Keuntungan bagi nasabah pemegang Safe Deposit
Box:
1) Menjamin  kerahasiaan barang-barang yang
disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi
Safe Deposit Box selama tidak melanggar aturan
yang ditentukan sebelumnya.
2) Keamanan dokumen yang terjamin, hal ini
disebabkan peralatan bank canggih, Safe Deposit

Box terbuat dari baja dan tahan api, terdapat dua
buah anak kunci dan tidak dapat dibuka oleh

10 Melayu SP.Hasibuan, Dasar- Dasar Perbankan, (Jakarta:PT.
Bumi Aksara, 2005), h.169
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salah satu pihak baik dari pihak bank ataupun
pihak nasabah.

Regulasi Safe Deposit Box Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 14/26/pbi/2012
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 4
Huruf j: Jasa lainnya antara lain penerbitan bank garansi,
jasa penyediaan tempat untuk penyimpanan
barang dan surat
berharga (safe deposit box).
Huruf g: Jasa lainnya antara lain penerbitan bank garansi,
penyimpanan barang dan surat berharga (safe
deposit box).
Huruf e: Jasa lainnya antara lain penerbitan bank garansi,
penyimpanan
barang dan surat berharga (safe deposit box).""!
Huruf j: Jasa lainnya antara lain:
a. Penerbitan bank garansi.
b. Jasa penyediaan tempat untuk
penyimpanan barang dan surat berharga
(safe deposit box).
Huruf g:  Jasa lainnya berdasarkan akad yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah antara

1 “Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384” https:

/ /www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PBI-tentang-Kegiatan-
Usaha-dan  Jaringan-Kantot-berdasarkan-Modal-dan-Inti-Bank/35.pdf
diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB
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lain penerbitan bank garansi, penyediaan
tempat bagi penyimpanan barang dan surat
berharga (safe deposit box).

Hurufe: Jasa lainnya berdasarkan akad yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah antara
lain penerbitan bank garansi, penyimpanan
barang dan surat berharga (safe deposit
box).'"

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan
OJK  (otoritas jasa keuangan) sebagai acuan
dilaksanakannya produk safe deposit box pada lembaga
keuangan dan perbankan syariah.

12 “Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384” https:
/ /www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PBI-tentang-Kegiatan-
Usaha-dan  Jaringan-Kantot-berdasarkan-Modal-dan-Inti-Bank/35.pdf
diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB
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BAB III
FATWA DSN-MUI TENTANG SAFE
DEPOSIT BOX

A. Pengertian Fatwa DSN MUI

Fatwa (ss9) menurut bahasa berarti jawaban
mengenai suatu kejadian atau suatu  peristiwa,
Sebagaimana katakan Zamakhsyarin dalam a/-kassyaf
dari kata (') berarti pemuda, sebagai kata kiasan atau
(isti’arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara’
adalah menerangkan hukum gyarz’ dalam  suatu
persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik
si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik
perseorangan maupun kolektif.'"

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa
yaitu:'*
a. Jawaban berupa keputusan atau pendapat berikan
mufti atau ahli tentang suatu masalah.
b. Nasihat orang alim pelajaran baik  petuah.
Fatwa adalah jawaban resmi terhadap

pertanyaan persoalan menyangkut masalah hukum.

15 Yusuf Al-Qaradhawi, A/-Fatawa Bainal Indhibat  wat-
Tasayyub, (Mesir: Darul-Fikr, 1997), h. 5
114 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Babasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka,1999), h. 240
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Fatwa berasal dari kata bahasa arab alf ta’; Al-fatwa
secara sederhana berarti pemberian keputusan.
Bukankah sebuah keputusan hukum di buat
gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum
tanpa dasar.'”

Di  dalam kitab  Mafabim  Lslamiyyah’’’
diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata ~a/-
fatwd” bermakna’ jawaban atas persoalan-persoalan
syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk
jamaknya adalah fataawin atau fataaway.'"” Sedangkan
Allftaa’ adalah penjelasan hukum-hukum dalam
persoalan-persoalan syariat, undang- undang, dan
semua hal yang berhubungan dengan pertanyaan-
pertanyaan orang yang bertanya.

Muftiy adalah orang menyampaikan penjelasan
hukum atau menyampaikan fatwa tengah-tengah

masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada
perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari
kata al-fatwa dan al-iffaa’ berdasarkan makna bahasa.
fatwa atau /ffa’ berasal dari kata affa, yang berarti

memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu

115 Ahyar A. Gayo,” Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya

Mendorong  Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, Penelitian Hukum Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementetian Hukum & HAM RI,
2011, h. 13

6Hafidz Abdurrahman, “Mafabim Islamiayah”, (Mesir: Al-

Azhar Freshzone, 1994), h. 107

WMardani, Ushul Figh, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 373
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usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’
oleh  ahlinya  kepada  orang yang belum
mengetahuinya.'"

Dari pengertian  atas dapat simpulkan
bahwa fatwa adalah hasil ijtthad kolektif uffi
sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan

kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih

atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa
yang dikeluarkan seorang muft, sudah dirumuskan
dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta
fatwa.

B. Asas dan Tujuan Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum
pelaksanaan kegiatan perbankan syariah di lembaga
perbankan syariah berdasarkan disertasi yang di tulis
oleh Ahyar menyatakan, diketahui bahwa selain
peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan
Bank Indonesia), Fatwa DSN-MUI juga merupakan
sumber hukum pelaksanaan kegiatan perbankan
syariah, dengan persepsi dan responden, terhadap hal
ini sebagai berikut:'"

18 Amir Syarifuddin, Usbu/ Figh, Jilid 11, (Jakarta: Kencana,
2008), h. 484

119 Ahyar A. Gayo, “Kedudnkan Fatwa MUI  Dalam Upaya
Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, Disertasi, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, h. 57
Tidak diterbitkan (t.d)
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Fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling
dasar dalam pembuatan dan pengembangan
produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan
oleh Bank. Demikian juga halnya terhadap setiap
pembiayaan yang iakan disalurkan akan terlebih
dahulu dipastikan kesesuaiannya dengan Fatwa
DSN-MUL

Operasional perbankan syariah harus mengacu
kepada syariat Islam, sehingga setiap produk dan
layanan yang ada pada perbankan syariah
berlandaskan pada fatwa DSN-MUI.

Salah satu perbedaan prinsip antara perbankan
syariah dan konvensional, adalah perbankan
syariah dalam pelaksanaannya harus tunduk dan
patuh pada syariah, dalam hal ini adalah Fatwa
DSN-MUL

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan syariah mensaratkan Fatwa DSN-MUI
sebagai isalah satu dasar hukum yang wajib
dipatuhi.

Bisnis syariah secara operasional tidak akan bisa
diimplementasikan oleh suatu Bank syariah tanpa
mengacu ipada kaidah-kaidah yang tertulis pada
Fatwa DSN-MUIL

Sumber hukum yang sangat penting pada setiap
kegiatan usaha, khususnya dalam penerbitan
produk-produk baru yang belum tercantum dalam
Kodifikasi produk yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia.
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g. Fatwa sebagai acuan diberlakukan dalam prosedur
pembuatan produk dan hal-hal lain yang terkait
operasional.

Fatwa DSN-MUI dalam menjawab kebutuhan
perbankan syariah berdasarkan disertasi Ahyar
dijelaskan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI yang akan
dibutuhkan oleh perbankan syariah, antara lain:'*’

a. Fatwa mengenai Haging atau lindung nilai, Islamic
forward transaction, Islamic swap, Islamic option,
pembiayaan tunai syariah.

b. Fatwa mengenai aspek produk untuk memenuhi
kebutuhan retail maupun korporasi.

c. Fatwa mengenai akad-akad yang dapat digunakan
dalam penghimpunan dan penyaluran dana dan
skim pernyaluran dana dengan menggunakan multi
akad, seperti skim, pengalihan hutang, dan juga
produk-produk perbankan lainnya seperti Safe
Deposit Box.

Lembaga perbankan syariah tetap bisa
menjalankan usaha baru atau produk baru yang belum
ada dasar hukumnya yang di atur dalam PBI

(Peraturan Bank Indonesia), namun telah diatur oleh

Fatwa MUI dengan ketentuan :

120 Ahyar A. Gayo, "Kedndukan Fatwa Mui Dalam Upaya
Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, Disertasi, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, h. 57
Tidak diterbitkan (t.d)
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a. Segala macam bisnis syariah bila sudah sesuai
dengan Fatwa DSN MUI sudah bisa dijalankan.

b. Bank menjalankan produk dengan melakukan
audiensi bersama Bank Indonesia terkait dengan
perizinan dan rencana implementasi produk baru
tersebut.

c. Lembaga keuangan syariah berada di bawah
pengawasan Bank Indonesia maka Bank tetap
harus tunduk dengan otoritas yang mengawasinya.

d. Setiap produk baru harus di setujui dan mendapat
izin oleh Bank Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum pelaksanaan

kegiatan perbankan syariah di lembaga perbankan

syariah, Fatwa DSN-MUI berperan dalam mengatur
kegiatan perbankan syariah.

C. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 24/DSN-
MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box

Dewan Syariah Nasional Setelah, Menimbang :'*!
a. Bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat

penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan
istilah Safe Deposit Box (SDB).

121 http://mui.ot.id/wp-content/uploads/ files/ fatwa/24-
Safe_Deposit_Box.pdf di akses pada tanggal 14 juni 2020 pukul.9.30 WIB
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b. Bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu
menyediakan  jasa  penyimpanan  dan/atau
peinitipan barang berharga tersebut.

c. Bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan
sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang
perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk
dijadikan pedoman.

Mengingat :
l) Firman Allah, QS. al-Baqarah.
§~‘5 i 3 ?—’y o7l r‘ SN
JL‘”L” i &1 Galels 0 1,5 dj}m’ A

Atrtinya : “Dan jika kamn ingin anakmn disusnkan
oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamm

memberikan  pembayaran  menurnt  yang  patut.
Bertagwalalh kamu kepada Allah dan ketabuilah
bahwa Allah Maba Melihat apa yang kamu

kerjakan.”( QS. al-Baqarah [2]: 233)
2)  Firman Allah QS. Al- Qashash
A ol i e gl el sl &
5;;9\
Artinya :’Salah seorang dari kedna wainita itu

berkata: "Hai ayabkn! Ambillah ia sebagai orang

yang bekerja (pada kita), karena sesunggubnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
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3)

4)

(pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.”(QS. Al-Qashash [28]: 26)

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu
Umar, bahwa Nabi bersabda:

S G o 08 st e ke
“Berikanlah upah pekerja  sebelum  keringatnya
kering.”’
Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari, dari
'Aisyah R.A. berkata:

be Mo S 5l Ay e A Lo S s
Syl g B G5 0 5 Lo F Ul
5 ed T3 e o u;;éss-s;\;étjnd\
W’ I ) 36 Mﬂmw w&&w&b

yg~gﬁ¢@
Artinya: Nabi SAW  bersama Abu  Bakar
mengupah seorang lakilaki dari Baini Diil sebagai
penunjuk jalan yang mabir, sedang laik-laki itn
masth berpegang pada agama kaum kafir Qurais)y.
Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu,

laln  menyerabkan  kedna  kendaraan — mereka
kepadanya dan mereka berjanji kepadannya untuk
bertemmu di gna Tsur sesudabh tiga malam. 1aki-laki
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itn  kemudian  datang  kepada  mereka  dengan

membawa kedna kendaraan tersebut di pagi hari
pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju
Madinah), (HR. Bukhari).

5) Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan
Nasa’t dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, dengan
teks Abu Daud, ia berkata:

Iz s 53 e 358N e Ly 250 R
B 1 duy ade U1 o Ny B s oL

1 5l el 80 5 65l
Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan
(bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan
tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang

kami melaknkan hal tersebut dan memerintabkan
agar kami menyewakan tanabh itu dengan emas atau

perak (nang).”(HR. Abu Dawud & Nasa’i)

6) Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu
Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi
Muhammad S.A.W. bersabda:

i e el
Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja,
beritabukanlah upahnya.’(HR. Bukhati)

Memperhatikan ;'

122 http://mui.ot.id/wp-content/uploads/ files/ fatwa/24-
Safe_Deposit_Box.pdf diakses pada tanggal 14 juni 2020 pukul.9.30 WIB
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a) Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No
3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001
tentang Permohonan Fatwa untuk
Layanan Safe Deposit BoxBSM.

b) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan
Syar’ah Nasional pada hari Kamis,
tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret
2002

Memutuskan dan Menetapkan : Fatwa Tentang Safe

Deposit Box

Pertama:

1.

Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box
(SDB) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah
(sewa).

Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB
merujuk  pada fatwa DSN  No.9/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB
adalah  barang yang berharga yang tidak
diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.

Besar biaya sewa dtetapkan  berdasarkan

kesepakatan.

. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa

ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang

tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ziarab.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal dtetapkan

dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
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terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwasanya fatwa DSN-MUI mengenai aturan Safe
Deposit Box terdiri dari 5 pasal, dalam fatwa DSN-
MUI/IV/2000 aplikas Safe Deposit Box menggunakan
akad ijarah. Barang-barang yang dapat disimpan dalam
SDB adalah barang yang berharga yang tidak
diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.

D. Hubungan Fatwa DSN MUI dengan Safe Deposit
Box

Fatwa DSN-MUI merupakan dasar pengaturan
pada setiap kegiatan perbankan syariah berdasarkan

disertasi yang di tulis oleh Ahyar menyatakan,
diperoleh informasi bahwa Fatwa DSN-MUI
dibutuhkan dalam hal pengaturan yang terkait sebagai

berikut :

a. Pembuatan atau pengembangan produk baru,
yang meliputi seluruh produk bank, seperti Safe
Deposit Boxbaik asset, liabilities dan services.

b. Produk di luar bank yang masih terkait dengan
bank, seperti asuransi (bancassurance), pasar modal,
pegadaian serta instrumen-instrumen syariah.

c. Penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.

Seluruh kegiatan operasional perbankan syariah.
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Implementasi Fatwa DSN-MUI dapat secara
secara langsung digunakan atau diterapkan oleh

lembaga perbankan syariah, dengan alasan sebagai

berikut :'*

a. Fatwa DSN-MUI dapat secara secara langsung
dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah
dalam tataran aturan dan ketentuan tentang
aktifitas ekonomi syariah.

b. Untuk fatwa-fatwa yang terkait dengan produk
dan aktifitas perbankan.

c. Fatwa DSN-MUI dihasilkan secara tertulis
dengan diskusi yang melibatkan praktisi
perbankan syariah.

Sedangkan lembaga perbankan syariah yang
mempersepsikan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak dapat
secara secara langsung digunakan atau diterapkan oleh
lembaga perbankan syariah, dengan alasan sebagai
berikut:

a. Terlebih dahulu perlu adanya kesepahaman dan
persetujuan dari Bank Indonesia dan Fatwa harus
dituangkan dan diterjemahkan dalam ketentuan
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Peraturan
Bank Indonesia).

b. Adanya beberapa kendala, antara lain petlu
sistem teknologi yang mendukung perizinan

123 Ahyar A. “Kedudukan Fatwa Mui dalam Upaya Mendorong
Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, Disertasi, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, h. 57 Tidak diterbitkan
(t.d)
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produk pada regulator produk hukum positif
yang belum mendukung produk syariah.

c. Fatwa hanya memuat dasar dan pokok dari salah
satu jenis transaksi syariah. Sedangkan aplikasi-
nya tidak diatur secara detail sehingga dilapangan,
perbankan syariah-lah yang mengatur (membuat
sistem dan prosedur) schingga fatwa tersebut
dalam diaplikasikan dengan baik.

Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh lembaga
perbankan syariah terbagi menjadi dua persepsi.
Persepsi Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan
hukum mengikat dengan alasan:'**

a. Kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk

kepada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh MUI.

b. Produk dan layanan baru harus berpedoman pada

Fatwa DSN-MUI. Sedangkan Fatwa DSN-MUI
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
dengan alasan.

c. Fatwa DSN-MUI baru memiliki kekuatan hukum

yang mengikat setelah dipositivisasi oleh regulator.

d. Perlu adanya kesepahaman dan persetujuan dari

Bank Indonesia terhadap Fatwa DSN-MUI untuk
dapat dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Diketahui ada sebagian lembaga perbankan
syariah yang tetap bisa menjalankan kegiatan usaha

124 Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber:
http://cafenux.com/note/ 24238-fatwa-ekonomisyati8217ah-di-
indonesia.html, diakses tanggal 1-06 juni 2020 pukul. 20.00 WIB
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baru atau produk baru yang belum ada dasar

hukumnya (belum diatur oleh Peraturan Bank

Indonesia), namun telah diatur oleh Fatwa MUI,

dengan alasan sebagai berikut:'*

a. Pada prinsipnya segala bisinis syariah bila sesuai
dengan Fatwa DSN MUI sudah dapat dijalankan.

b. Bank tetap akan menjalankan produk tersebut
dengan melakukan audiensi bersama Bank
Indonesia terkait dengan perizinan dan rencana
implementasi produk baru tersebut.

Sedangkan lembaga perbankan yang menjawab
tidak bisa dilaksanakan kegiatan usaha baru atau
produk baru yang belum ada dasar hukumnya (belum
diatur oleh Peraturan Bank Indonesia), namun telah
diatur oleh Fatwa DSN MUI, dengan alasan sebagai
berikut:

a. Lembaga perbankan syariah berada di bawah
pengawasan Bank Indonesia, maka perbankan
tetap harus tunduk pada ketentuan otoritas yang
mengawasinya.

b. Setiap produk baru, harus disetujui dan
mendapatkan izin oleh Bank Indonesia.'*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
hubungan fatwa DSN-MUI dengan aplikasi Safe
Deposit Box yaitu memilki hubungan saling berkaitan
dimana kegiatan perbangkan syariah yang didalamnya

125 Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistemr Hukum Islam, (Jakarta:
Elsas, 2008), h. 19
126 Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistens Hukum Isiam, h. 19
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terdapat aplikasi Safe Deposit Box, sehingga peran fatwa
disini yaitu mengatur agar sesuai dengan syariah.
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BAB IV

SISTEMATIKA SAFE DEPOSIT BOX DI

PERBANKAN SYARIAH

A. Operasional Safe Deposit Box Pada Perbankan

Syariah

1)

2)

3)

Barang barang yang disimpan dalam Safe Deposit

Box terbatas pada :

a. Semua jenis mata uang.

b. Barang-barang berharga seperti: perhiasan,
logam mulia, barang antik, dsb.

c. Surat-surat berharga seperti : sertifikat, warkat,
efek-efek, dan dokumen-dokumen lainnya.

d. Barang-barang lain yang disetujui Bank secara
tertulis.

Penyewa wajib menyerahkan uang jaminan sebesar

Rp. 500.000 selama masa sewa kepada Bank untuk

jaminan pembayaran penggantian anak kunci
apabila hilang atau rusak karena kesalahan
penyewa.

Biaya sewa yang di tanggung nasabah ditentukan
oleh pihak bank berdasarkan ukuran tempat Safe
Deposit Box yang di golongkan menjadi tiga tipe
ukuran yaitu:

Panjang x Lebar x Tinggi Hatga per/ Tahun
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Table 1. Dafatar Harga Sewa Safe Deposit

Box
No Jenis Ukuran Tarif
Besar (25 x 25 x 60) Cm Rp. 500.000
Sedang | (12,5 x 25 x 60) Cm Rp. 350.000
Kecil (7,5 x 25 x 60) Cm Rp. 300.000

Dalam pembayaran biaya sewa tersebut
harus dibayar secara tunai diawal perjanjian sewa
Safe Deposit Box.

4) Pelelangan barang yang disimpan dalam Safe Deposit
Box Pelelangan barang yang disimpan dalam Safe
Deposit Box akan dilakukan apabila nasabah selaku
penyewa tidak memperpanjang jangka waktu sewa
Safe Deposit Box dan dalam tempo 15 (lima belas)
hari setelah adanya pemberitahuan secara tertulis
selama 3 kali dalam kurun waktu 10 hari kerja
kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank
dan apabila alamat tersebut tidak ada pada bank,
maka di umumkan melalui surat kabar harian
nasional dan meminta kepada penyewa untuk
segera mengembalikan anak kunci dan mengambil
barang yang disimpan dalam Safe Deposit Boxdan

tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang

sewa berikut denda.'”’

127 Duwi Puspita Sari, Wawancara, Bintaro 15 Mei 2020.
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Dari uraian di atas mengenai operasional Safe Deposit
Box pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro ada beberapa
yang perlu digaris bawahi, seperti barang yang boleh di

simpan yaitu seperti logam mulia surat-surat berharga

dan lain-lan yang tidak dihramkan. Untuk ukuran kotak

penyimpanan ada tiga macam yaitu kecil, sedang dan

besat.

Prosedur Dan Persyaratan Sewa Safe Deposit Box
(SDB) Pada Perbankan Syariah

1. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Sewa Safe

Deposit Box

a. Persyaratan pengajuan sewa Safe Deposit Box bagi

penyewa sebagai berikut:

)

2)

Penyewa wajib membuka atau memiliki
rekeining TABLUS atau GIRO di Bank Syariah
Mandiri (BSM)khususnya pada kantor Cabang.
Penyewa atas nama Perusahaan mengajukan
surat permohonan sewa Safe Deposit Box yang di
tanda tangaini oleh Pihak yang berwenang
diatas materai dan sekaligus menunjuk Pihak I1I
atau penerima kuasa (nama-nama yang diberi

kuasa untuk berkunjung, menyimpan, dan

mengambil surat / barang, dan menggunakan
Box: Safe Deposit Box yang disewa atau hal-hal

lainnya yang berkenaan dengan sewa menyewa
Safe Deposit Box).
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3) Penyewa wajib datang secara langsung saat
pembukaan sewa untuk melengkapi data
berupa:

a) Mengisi Formulir Permohonan Sewa Safe
Deposit Box (SDB).

b) Mengisi Formulir Surat Perjanjian Sewa
(Persetujuan Aplikasi Sewa Safe Deposit Box).

c) Mengisi Formulir ~ Kuasa Debet
Rekeining untuk pembayaran  periode
selanjutnya.

d) Melengkapi Kartu Contoh Tanda Tangan

dihadapan Petugas.

¢) Menerima 2 (dua) anak kunci Safe Deposit Box
dan Kartu Tanda Penyewa Safe Deposit
Box.

4) Penyewa dapat memberikan Kuasa
Penggunaan Safe Deposit Box kepada pihak I1I
(Penerima Kuasa)

Max 2 (dua) orang dengan kewenangan
terbatas  pada  penyimpan/pengambilan
barang saat berkunjung dengan ketentuan:'?®

a) Penyewa (Pemberi Kuasa) melengkapi dan
menandatangaini Formulir Surat Kuasa
dihadapan Petugas Bank dan pemberian
kuasa tersebut menjadi tanggung jawab

penyewa sepenuhnya.
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5)

6)

7)

b) Pihak ke III selaku Penerima Kuasa berumur
17 tahun ke atas dan diwajibkan hadir untuk
pertama kali saat pengisian Formulir Surat
Kuasa oleh Pemberi Kuasa.

c) Pihak III menandatangaini Kartu Tanda
Contoh Tanda Tangan (KCT).

Penyewa wajib melampirkan : GIRO :

a) Copy Akte Perusahaan dan NPWP

b) Penyewa atau Penerima Kuasa melampirkan
Fotocopy Identitas Diti (KTP / SIM /
PASSPORT / KIMS / KITAS ) sebanyak 2
(dua) lembar berikut Pasphoto ukuran 2x3
atau 3x4 b/w atau Colour sebanyak 2 (dua)
lembar.

c) Materai Rp. 6.000 minimal 2 (dua) lembar
TAPLUS :

a) Penyewa atau Penerima Kuasa melampirkan
Fotocopy Identitas Diti (KTP / SIM /
PASSPORT / KIMS / KITAS) sebanyak 2
(dua) lembar berikut melampirkan pasphoto
ukuran 2x3 atau 3x4 b/w atau colour
sebanyak 2 (dua) lembar

b) Materai Rp. 6.000 minimal 2 (dua) lembar

Pembayaran sewa dapat dibayarkan secara

Tunai atau Pembebanan Rekening pada saat

pembukaan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Penyewa memberikan Kuasa Debet Rekening

kepada Bank wuntuk pembayaran biaya
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perpanjangan sewa pada periode selanjutnya

melalui pengisian Formulir Kuasa Debet.'”

b. Adapun Prosedur yang ditentukan dalam Bank
Syariah Mandiri (BSM)Cabang Bintaro sebagai

berikut :

D

2)

3)

9

5)

0)

Nasabah datang secara langsung ke Bank
Syariah Mandiri (BSM) dengan membawa Ktp/
Sim/ Passport/Kims/ Kitas yang masih
berlaku.

Nasabah menunjukan nomer rekeining dan
jenis rekeining apakah Tabungan /Giro.
Petugas menyerahkan formulir permohonan
sewa Safe Deposit Box (SDB) yang harus di isi
nasabah.

Setelah itu petugas bank melakukan kontrak
petjanjian dengan nasabah tentang besarnya
pembayaran sewa dan uang jaminan kunci yang
telah disepakati.

Penyewa atau nasabah menandatangaini akad,
baru Safe Deposit Box dapat di pakai dengan 2
(dua) anak kunci, satu (master key) dipegang
oleh bank dan satu anak kunci lainnya dipegang
oleh penyewa.

Penyewa wajib memberitahukan kepada bank
apabila :

a) Kunci Safe Deposit Box rusak
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b) Penyewa ganti nama atau pindah alamat
c) Kewajiban-kewajiban lain yang
berhubungan dengan sewa- menyewa safe
deposi bank atau penyewa.
7) Penyewa dapat mengunjungi Safe Deposit Box
setiap hari kerja Bank (hari seinin — jumat) pada
pukul 08.00 s/d 12.00 dan pukul 13.00 s/d

16.00.

8) Bank berhak menetapkan lamanya waktu
penyewa berada dalam ruang khasanah SDB
dan berapa kali dalam satu hari penyewa dapat
mengajukan permohonan membuka Safe Deposit
Box.

9) Penyewa harus segera memberitahukan kepada
petugas  bank  apabila  tidak  dapat
membuka/menutup Safe Deposit Box sendiri.!>

2. Bentuk Kontrak Perjanjian Pada Safe Deposit
Box
Bentuk kontrak perjanjian pada Safe Deposit Box adalah
a. Akad sewa (Ijarah)

Para pihak membuat dan menandatangaini
akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:'!

1) Para pihak sepakat dengan sewa tempat atau
jasa simpan Safe Deposit Box dengan ketentuan
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yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun dan jika diperpanjang, maka penyewa
harus melakukan akad baru.

2) Jumlah keseluruhan sewa Safe Deposit Box
tersebut wajib dibayar sekaligus tunai oleh
nasabah kepada bank pada saat mengajukan
permohonan perjanjian sewa Safe Deposit Box.

3) Penyewa bertanggung jawab atas kerugian
bank dan pihak ketiga serta akibat hukum yang
timbul karena disebabkan bencana alam,
banjir, perang, huru hara, sabotase atau
kebakaran yang dapat mengakibatkan pada
perubahan fisik, kualitas, dan atau kuantitas
dari barang simpanan

4) Penyewa tidak dapat mengalihkan hak sewa
kepada pihak ketiga

5) Apabila penyewa terbukti telah menderita
kerugian yang disebabkan bukan karena

bencana alam, sabotase, kebakaran, huru hara,

pemogokan dan diluar kesalahan penyewa,
maka bank dapat memberikan ganti rugi yang
besarnya tidak melebihi biaya sewa Safe Deposit
Box yang telah dibayarkan bank untuk tahun
berjalan.

6) Uang sewa dibayar dimuka untuk periode yang
dikehendaki (dalam batas ketentuan bank).
Uang sewa yang telah dibayar tidak dapat
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dikembalikan bila terjadi pembatalan oleh

penyewa.

7) Bila masa sewa berakhir dan penyewa tidak
mengembalikan anak kunci atau barang yang
disimpan tidak diambil, maka bank berhak:'#
a) Mendebet rekeining penyewa yang ada

dBank sebesar biaya sewa sesuai tarif yang
berlaku, dan dengan demikian penyewa
setuju masa sewa dianggap diperpanjang
sesuai dengan jangka waktu pada aplikasi
terdahalu.

b) Tidak memperpanjang jangka waktu sewa
Safe  Deposit Box dimaksud dan
memberitahukannya secara tertulis kepada
penyewa sesuai alamat yang ada pada bank
atau apabila alamat terebut tidak ada pada
bank, maka diumumkan melalui surat
kabar harian nasional dan meminta kepada
penyewa untuk mengembalikan anak kunci
dan mengambil barang yang disimpan
dalam Safe Deposit Box.

8) Apabila bank tidak memperpanjang jangka
waktu sewa Safe Deposit Box sebagaimana
dimaksud dan memberitahukannya secara
tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada
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pada bank atau apabila alamat tersebut tdak
ada pada bank, maka diumumkan melalui
surat kabar harian nasional dan meminta anak
kunci dan mengambil barang yang disimpan
dalam Safe Deposit Box. Dan dalam tempo 15
(lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan
tertulis penyewa tidak mengembalikan anak
kunci atau tidak mengambil barang yang
disimpan dalam Safe Deposit Box dan tidak
menyelesaikan kewajiban pembayaran uang

sewa berikut denda jika ada, maka bank

berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk:'>

a) Membuka Safe Deposit Box (SDB) dan
mengeluarkan isinya yang merupakan
barang kepunyaan penyewa.

b) Menyimpan barang dalam tempat lain yang
keamanannya terhadap kondisi barang
tersebut tidak dijamin oleh bank dan
penyewa dikenakan denda sebear 10 % dari
tarif sewa tiap bulan terhitung sejak
berakhirnya masa sewa sampai dengan
barang tersebut diambil oleh penyewa dan
penyewa telah melunasi seluruh kewajiban
pembayaran kepada bank atau sampai

barang itu dilelang.
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c) Menjual barang penyewa secara lelang
untuk melunasi kewajiban pembayaran
sewa dan atau denda maupun biaya-biaya
lain yang masih harus dibayar oleh penyewa
kepada bank.

d) Membebankan biaya-biaya yang timbul
dalam pelaksanaan lelang kepada penyewa.

e) Apabila hasil penjualan (lelang) barang-
barang yang tidak diambil oleh penyewa
terdapat  kelebihan setelah  dikurangi
dengan kewajiban sewa maupun denda
biaya yang timbul karena pembongkaran
Safe Deposit Box sampai dengan pelaksanaan
pelelangan, maka kelebihan tersebut agar
disetorkan ke-rekeining penyewa yang
tercantum pada persyaratan sewa-menyewa
Safe Deposit Box.”*

Dari uraian di atas mengenai prosedur
penyewaan Safe Deposit Box syarat yang harus
dipenuhi cukup mudah sehingga memudahkan para
nasabah yang ingin menyewa box. Bentuk kontrak
yang diterapkan BSM KC Bintaro yaitu Kontrak
petjanjian ijarah atau sewa menyewa, dan juga ada
beberapa ketentuan khusus.
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BAB V
ANALISIS TENTANG APLIKASI
PERJAN]JIAN SEWA SAFE DEPOSIT BOX
DENGAN FATWA DSN MUI DI BANK
SYARIAH MANDIRI

A. Mekanisme Pelaksanaan Akad Safe Deposit Box
Pada PT. Bank Mandiri Syariah KC Bintaro
Pelaksanaaan pelayanan jasa safe deposit box (SDB)
pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai salah satu
upaya untuk meiningkatkan keuntungan bagi Bank
dengan cara mengoptimalkan luas ruangan yang ada.
didukung juga oleh bangunan Bank yang kokoh dan
sistem keamanan berupa lemari-lemari yang terbuat dari
logam bermutu dan sistem-sistem kunci pengamanan
yang dapat bekerja dengan baik, hal ini menjadi salah
satu modal dasar yang ada, selain modal kepercayaan
dari masyarakat yang harus dibangun. Safe deposit box
Pada Bank Syariah Mandiri atau yang dikenal dengan
BDB (BSM Safe Deposit Box), mendefinisi SDB/BDB
sebagai kotak penyimpanan barang beserta kuncinya
(asli dan duplikat) yang disediakan oleh Bank untuk
menyimpan  barang  berharga milik  penyewa.
Pelaksanaan akad SDB/BDB pada Bank ini pada
umumnya untuk saat sekarang ini tidak terlalu
terfokuskan, hal ini dikarenakan oleh pergantian
pegawai yang sering keluar masuk, sehingga membuat
produk pelayanan SDB/BDB pada Bank ini tidak
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terurus secara khusus. Dalam penyelenggaraan produk
SDB/BDB pada Bank ini juga dijalankan dengan
menggunakan akad zarah atau sewa menyewa. oleh
karena itu pihak Bank Syariah Mandiri memberikan
nama pada perjanjian tersebut dengan sebutan
“Perjanjian Sewa Menyewa BDB”. Perjanjian sewa
menyewa safe deposit box (SDB)/BSM (safe deposit box)
ini merupakan perjanjian sewa menyewa antara Bank
sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai
pihak penyewa. dan yang menjadi objek sewa menyewa
disini adalah kotak (box) sebagai tempat menyimpan
barang-barang penyewa dengan harga sewa yang harus
dibayarkan oleh penyewa. dengan berdasarkan nama
perjanjian yang dibuat tersebut, maka semua ketentuan
mengenai produk BDB tunduk kepada aturan sewa
menyewa (7arah). Sebagaimana petjanjian tersebut
meliputi tujuh Pasal, dengan perincian sebagai
berikut:"

Pasal 1 memuat : Definisi

Pasal 2 memuat : Persyaratan Sewa

Pasal 3 memuat : Ketentuan Penyimpanan

Pasal 4 memuat : Pemberian Kuasa

Pasal 5 memuat : Jaminan.

Pasal 6 memuat : Ketentuan Kunjungan.

Pasal 7 memuat : Penghentian Masa Sewa.

Pasal 8 memuat : Pemberitahuan.

e AR o S e

Pasal 9 memuat : Pembongkaran BDB.
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10. Pasal 10 memuat : Penggantian BDB.

Ada syarat khusus yang diberikan Bank Syariah
Mandiri KC Bintaro kepada nasabah yang ingin
menyewa BSM Safe Deposit Box, yaitu nasabah harus
memiliki tabungan di BSM minimal sebear 30 Juta dan
tidak boleh diambil selama satu tahun, jika persyaratan
itu terpenuhi baru nasabah diperbolehkan pihak Bank
untuk menyewa Safe Deposite Box. Sedangkan Syarat-
Syarat umum penyewaan BSM safe deposit box Bank
Syariah Mandiri yang dilampirkan dalam perjanjian
sewa menyewa juga terdiri dari tiga belas Pasal, antara

lain:

1. Pasal 1 memuat : Definisi

2. Pasal 2 memuat : Persyaratan Sewa

3. Pasal 3 memuat : Ketentuan Penyimpanan.
4. Pasal 4 memuat : Pemberian Kuasa

5. Pasal 5 memuat : Jaminan.

6. Pasal 6 memuat : Ketentuan Kunjungan.
7. Pasal 7 memuat : Penghentian Masa Sewa.
8. Pasal 8 memuat : Pemberitahuan.

9. Pasal 9 memuat : Pembongkaran BDB.

—_
=

Pasal 10 memuat : Penggantian BDB
11. Pasal 11 memuat : Akibat Meninggalnyan

Penyewa
12. Pasal 13 memuat : Penutup.

Proses terjadinya petjanjian dalam pelaksanaan
penyelenggaraan Safe Deposit Box itu juga diawali dengan
penyampaian  keinginan calon nasabah untuk
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menyimpan barang berharganya Bank. Kemudian pihak
Bank menjelaskan bahwa keinginan tersebut akan
dipenuhi oleh Bank dengan cara calon nasabah wajib
memiliki rekeining Tabungan Rupiah atau Giro Rupiah
yang berfungsi sebagai rekeining pembayaran harga
sewa SDB/BDB, serta calon nasabah juga harus
menjadi nasabah priority yaitu mampu membuka
tabungan minimal seinilai Rp. 30.000.000.00,- (tiga
puluh juta rupiah), yang diperkirakan cukup untuk
membayar harga sewa pada saat perpanjangan waktu
harga sewa. Setelah itu, pthak Bank menjelaskan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk
meliputi pembukaan buku rekeining, jumlah tabungan
yang harus dimiliki, harga sewa dan ukuran-ukuran
kotak, jangka waktu sewa, serta ketentuan tentang jenis-
jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam safe deposit
box (SDB) atau BSM safe deposit box (BDB)."

Nasabah atau penyewa kemudian diminta untuk

mengisi dan menandatangaini formulir, surat atau
dokumen lainnya, baik itu surat pernyataan (bermaterai)
yang menyatakan tentang perjanjian tidak menggunakan
safe deposit box (SDB)/ BSM safe deposit box (BDB)
yang disewanya untuk menyimpan barang-barang yang
menurut  Undang-Undang  dilarang atau  yang
memerlukan izin khusus seperti sanjata api, bahan
peledak, bahan-bahan kimia, obat-obatan terlarang

(termasuk narkotika dan psikotropika) dan lain-lain
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maupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam
perjanjian ini. Adapun hal-hal yang dimuat dalam
formulir atau surat permohonan tersebut adalah data-
data pemohon (nasabah), dan keterangan bahwa
pemohon menyatakan tunduk kepada ketentuan-
ketentuan umum dan ketentuan yang dtetapkan oleh
PT. Bank Syariah Mandiri KC Bintaro yang
berhubungan dengan penyewaan safe deposit box
(SDB) atau BSM safe deposit box (BDB).

Penyewaan kotak penyimpanan SDB/BDB pada
bank ini, nasabah sebagai penyewa juga diwajibkan
untuk membayar uang jaminan sebesar Rp. 400.000.00
(empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ketika saat
permohonan penyewaan SDB/BDB. Uang jaminan
tersebut juga akan dikembalikan pada akhir periode
sewa ketikan nasabah hendak mengembalikan anak
kunci beserta duplikatnya dalam keadaan baik/ tanpa

kerusakan. Apabila nasabah tidak mengembalikan
kedua anak kunci, asli dan duplikat atau hanya
mengembalikan salah satu anak kunci dalam keadaan
baik/tanpa  ketusakan, maka  jaminan  akan
dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya
perbaikan SDB/BDB. Dan apabila biaya perbaikan
BDB lebih besar dari uang jaminan, maka nasabah
berkewajiban untuk menutupi kekurangan biaya

perbaikan.
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Barang yang disimpan dalam kotak (box) tersebut
terjaga kerahasiannya baik dari pihak bank maupun
lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa pihak bank tidak
memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengetahui
barang yang akan disimpan oleh nasabah dalam kotak
tersebut. Selanjutnya nasabah atau penyewa juga dapat
memberi kuasa kepada pihak ketiga berdasarkan
persetujuan pihak bank guna untuk membuka atau
melakukan tindakan lainnya terhadap isi SDB/ BDB.
Pemberian kuasa tersebut hanya dapat dilakukan
dengan mempergunakan surat yang dtetapkan oleh
bank. Akan tetapi, segala sesuatu yang diakibatkan dari
pemberian kuasa tersebut menjadi tanggung jawab

penuh atas penyewa/ nasabah.

. Analisis Kesesuaian Aplikasi Dengan Fatwa DSN
MUI

LKS adalah lembaga keuangan syari’ah yang
kegiatan usahanya berada di bidang keuangan yang
didaserkan pada syariah seperti Bank, reksadana,
takaful, koperasi dan sebagainya. Fikih yang menjadi
dasar operasional LKS adalah fikih yang menjadi dasar
operasional LLKS adalah Fikih Muamalah, khususnya
yang menjadi landasan operasional LKS antara lain jual-
beli, mudarabah (bagi hasil), mushar akah (perkongsian),
wadi'ah (titipan), zgarah (sewa-menyewa), gard (hutang
piutang), rahn (gadai), hawalah (pemindahan hutang),
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kafalah  (penanggunngan  hutang), dan  wakalah
(pemberian kuasa)."”

Fikih  muamalah yang menjadi landasan
operasional LKS adalah Fikih muamalah yang telah
difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (IDSN)
Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan
oleh DSN bersifat mengikat Bank-Bank Syariah
maupun lembaga keuangan Non Bank. Hal ini karena
UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau
produk dan jasa syariah, tunduk kepada prinsip syariah.
Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu sebagaimana yang
difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam menjalankan tugas, DSN di bantu oleh
DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. DPS adalah
lembaga keuangan yang dibentuk oleh Dewan Syariah
Nasional (DSN) yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan
syariah agar tidak terjadi penympangan dari prinsip
maupun syariah yang telah ditetapkan atau difatwakan
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada tiap-tiap
lembaga terdapat Dewan Pengawas Syariah masing-
masing yang telah di tugaskan dan juga telah di
rekomendasikan oleh MUI.

Di Bank Mandiri Syariah (BSM) khususnya jasa
pelayanan Safe Deposit Box sistem akad yang digunakan

157 Homaidi Hamid, ”Kritik Hadis-Hadis Dalam Himpunan
Fatwa Dewan Syariah Nasional’, dalam  Jurnal Penelitian Strategis, 6
Juni 2013, h. 6
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yaitu akad ijarah. Nasabah Bank Mandiri Syariah (BSM)
jasa layanan Safe Deposit Box ada beberapa persyaratan
tidak tertulis yang perlu dilengkapi yaitu nasabah harus
memiliki tabungan 30 juta dan tidak boleh diambil
selama satu tahun, setelah persyaratan tersebut
terpenuhi baru pihak BSM akan akan membuka jasa
pelayanan Safe Deposit Box. Pelaksanaan akad jasa
pelayanan Safe Deposit Box. Bank Syariah Mandiri (BSM)
apakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 24
tahun 2002."

Praktik aplikasi Safe Deposit Box pada Bank
Syariah Mandiri dan ksesuaian dengan fatwa DSN MUI
adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai akad aplikasi Safe

Deposit Box

Dalam fatwa DSN MUI Nomor: 24 tahun
2002, tentang Safe Deposit Box menjelaskan
bahwasanya berdasarkan sifat dan karakternya, Safe
Deposite  Box  (SDB)  dilakukan  dengan
menggunakan akad zarah (Sewa), dari hasil
wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada
bapak Abdul Basyir sebagai COSS (Clearing and
Operation Service Staff) menjelaskan ”Safe Deposit Box
di  Bank Syariah Mandiri (BSM) akadnya
menggunakan akad ijarah (Sewa), namun dalam hal
prakteknya ada beberapa akad yang digunakan, yaitu
akada wadiah i(titipan) dan juga akad Rabn

138Abdul Basyir, Wawancara, Bintaro, 2 Juni 2020
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(jaminan)”."” Akad ijarah (sewa) pada praktiknya
dilakukan dengan lisan dan tertulis di dalam klausul
perjanjian, mengenai biaya dan aturan mengenai
akad  zjarah Safe Deposite Box pada Bank Syariah
Mandiri KC Bintaro tertulis pada pasal 1 (satu)
sampai dengan pasal 4 (empat) berbunyi sebagai
berikut:'*

a. Pasal 1 (Ketentuan Umum)

Untuk hubungan antara Bank dan Penyewa

berlaku semua ketentuan yang ada pada PT Bank

Syariah Mandiri termasuk tetapi tidak terbatas

pada ”"SYARAT-SYARAT UMUM SEWA

MENYEWA BSM DEPOSIT BOX PT BAK

Syariah MANDIRI” sebagaimana terlampir

sebagai satu kesatuan dari perjanjian.

b. Pasal 2 (Obyek Perjanjian)

Bank menyetujui untuk menyewakan dan

Penyewa mengakui telah menyewa Safe Deposite

Box yang berada pada Bank Syariah Mandiri KC

Bintaro.

c. Pasal 3 (Jangka Waktu)

1) Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk
jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai tanggal
awal sewa sampai dengan dan dapat
diperpanjang dengan permohonan

139 Abdul Basyir, Wawancara, Bintaro, 2 Juni 2020
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perpanjangan dari penyewa, kecuali apabila
perjanjian ini dihentikan oleh Bank.

2) Dalam hal perjanjian sewa menyewa ini pada
saat berakhirnya tidak diperpanjang oleh
penyewa, semata-mata atas pertimbangan
Bank dan tanpa persetujuan terlebih dahulu
dari penyewa, Bank berhak memperpanjang
masa sewa untuk jangka waktu maksimal sama
dengan jangka waktu yang dimaksud pada ayat
1 pasal ini atau pembongkaran BSM Safe
Deposit Box tersebut, biaya perpanjang sewa
atau pembongkaran menjadi beban penyewa
dan penyewa dengan ini mengakui serta
menyetujui perpanjangan atau pembongkaran
tersebut.

3) Dalam hal sewa menyewa Safe Deposite Box
BSM dihentikan sebelum berakhirnya jangka
waktu  sewa, makan penyewa wajib
mengosongkan isi BSM  Deposite Box dan
mengembalikan anak kuncinya (asli dan
duplikat) kepada Bank dan uang sewa yang
telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

d. Pasal 4 harga sewa

1) Perhitungan harga sewa ditentukan sebesar
Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) ditambah PPN 10%.

2) Harga sewa wajib dibayar lunas saat
ditandatangani perjanjian ini dan apabila
diperpanjang, harga sewa untuk jangka waktu
perpanjangan wajib  dilunasi pada saat
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perpanjang sebesar harga sewa yang berlaku
pada saat perpanjangan.

Poin surat perjanjian yang telah di uraikan diatas
akad dan isi perjanjian aplikasi Safe Deposite Box
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/IV /2017
tentang akad zarah, yakni mencakup unsur ketegasan
dan jelas serta mudah dimengerti oleh Mu jir/ ajir dan
Mustajir, selain itu akad juga dilakukan dengan dua
cara yakni dengan lisan dan juga dengan tulisan
seperti yang termuat di atas mengenai pasal-pasal
perjanjian ijarah pada Bank Syariah Mandiri (BSM)
KC Bintaro.

Selain itu ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 112
terkait #jrah, poin 1 (satu) yakini #jrah boleh berupa
uang, manfaat barang dalam hal ini yaitu Box tempat
penyimpanan barang (SDB), serta jasa atau barang
yang boleh dimanfaatkan menurut  Syariah
(mutagawwam). Fatwa DSN MUI Nomor 112 poin 2
(dua) mengenai kualitas dan atau kualitas Ujrah harus
jelas, baik berupa angka nominal, prosentase
tertentu, atau rumus yang telah disepakati dan
diketahui oleh pihak yang melakukan akad, dalam
praktiknya Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro
menggunakan zrah berupa uang yang dibayarkan
sebanyak Rp. 350.000 dan juga PPN sebesar 10%. ).
Fatwa DSN MUI Nomor 112 poin 3 (tiga)
menjelaskan Usrah boleh dibayar tunai, bertahap atau
angsuran dan tangguh berdasarkan kesepakatan
sesuai dengan syariah dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pada praktik aplikasi Safe
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Deposit Box di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC
Bintaro Ujrah di bayarkan secara secara langsung saat
akad dilakukan.

Praktik aplikasi Safe Deposit Box pada Bank
Syariah  Mandiri (BSM) KC Bintaro juga
menggunakan akad wadiabh, akan tetapi akad ini tidak
tertulis secara resmi, akad wadiah sendiri digunakan
pada saat nasabah menaruh barang pada kotak Safe
Deposit Box, menurut bapak Abdul Rasyid “perihal
mengenai akad wadiah ini tidak tertulis akan tetapi
dalam hal praktiknya digunakan, sedangkan untuk
akad Rabn tertulis dalam klausul perjanjian Safe
Depositee Box””. Pada klausul petjanjian tertulis

sebagai berikut :'*

a. Penyewa wajib membayar jaminan sebesar Rp.
400.000  (empat ratus ribu rupiah) yang
dibayarkan saat permohonan penyewaan BSM
Safe Deposite Box

b. Uang jaminan akan dikembalikan Rp. 400.000
pada akhir periode sewa jika nasabah
mengembalikan anak kunci beserta duplikatnya
dalam keadaan baik/tanpa kerusakan, maka
jaminan akan dikembalikan setelah
diperhitungkan dengan biaya perbaikan BDB

c. Jika biaya perbaikan BDB lebih besar dari uang

jaminan, nasabah  berkewajiban  untuk

141 Perjanjian sewa menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank
Syatiah KCP Bintaro, Nomort: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020
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menutupi kekurangan biaya perbaikan BDB

tersebut.

Redaksi perjanjian mengenai jaminan di atas
termasuk rzhn sebab pihak Bank meminta jaminan
berupa unag sebesar Rp. 400.000 untuk menjamin
kunci Safe Deposit Box yang telah di pegang oleh
nasabah dan ini termasuk dalam kontarak zarah.
Menurut bapak Abdul Basyir” tujuan dari uang
jaminan ini adalah untuk menjamin kunci SDB
apabila terjadi masalah seperti kehilangan kunci
maka uang jaminan tersebut yang akan digunakan
untuk membayar”.

Dari uraian diatas akad yang digunakan pada
aplikasi Safe Deposit Box di Bank Syariah Mandiri KC
Bintaro adalah mnggunakan akad ijarah baik secar
lisan maupun tulisan, dan ini sesuai dengan fatwa
DSN-MUI No. 24 tahun 2002 pada poin pertama
yaitu berdasar sifat dan karakternya, Safe Deposit
Box (SDB) dilakukan menggunakan akad ijarah
(sewa).

Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 24 tahun
2002 tentang Safe Deposite Box, pada poin ke 2 (dua)
mengenai rukun dan syarat [jarah dalam praktek
SDB merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor : 09
tahun 2000 Pembiayaan Ijarah disebutkan bahwa
shighat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan
dari kedua belah pihak yang berakad (berakad) baik
secara verbal atau dalam bentuk lain. Pada Bank
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Syariah Mandiri KC Bitaro dari hasil wawancara,
didapat hasil bahwa nasabah mendatangi secara
langsung Bank Syariah Mandiri KC Bintaro untuk
melakukan zazb dan kabu/ pihak Bank memberikan
persyaratan dan kalusul perjanjian kepada nasabah
kemudian setelah kedua belah pihak sepakat akan
dilakukan akad berupa lisan dan menandatangaini
kalausul perjanjian, objek akad [jarah adalah manfaat
dari Box penyimpanan BSM Safe Deposit Box.
Adapun point mengenai ketentuan objek zarah
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 09 tahun 2000 dan
juga bagaimana praktiknya di Bank Syariah Mandiri

KC Bintaro adalah sebagai berikut:'*

a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan
barang dan/atau jasa, Pada praktik aplikasi Safe
Deposite Box yaitu objek ijarah berupa kotak atau
box dengan 3 (tiga) jenis yaitu ukuran kecil
(7,5x25x60) cm’, ukuran sedang (12,5x25x60)
cm’ ukuran besar (25x25x60)cm’

b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan
dapat dilaksanakan dalam kontrak, pada praktik
penyelenggaraan Bank Syariah Mandiri SDB
manfaat barang yaitu tempat untuk menyimpan
barang berharga, barang tersebut dinilai
berdasarkan manfaat dan juga ukuran SDB yang
disewa oleh nasabah/penyewa rinciannya yaitu
ukuran kecil (7,5x25x60) icm’ = Rp.300.000,
ukuran sedang (12,5x25x60) cm’ ~ Rp. 350.000,

142Deddy Sunandar Mahfuz, Wawancara, Bintaro, 2 Juni 2020
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dan ukuran besar (25x25x60)cm’ ~ Rp. 500.000,

setelah nasabah/penyewa memilih ukuran kotak

selanjutnya dilakukan kontrak perjanjian sewa.
Table 2. Ukuran dan Harga Kotak Safe Deposit Box

No Jenis Ukuran Tarif
Besar (25 x 25 x 60) Cm Rp. 500.000
Sedang | (12,5x25x 60) Cm Rp. 350.000
Kecil (7,5 x 25 x 60) Cm Rp. 300.000

c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat
dibolehkan (tidak haramkan), pada poin ini sudah
jelas barang yang di manfaatkan yaitu berupa
kotak penyimpanan barang berpengaman artinya
barang tersebut tidak diharamkan berdasar syariat
maupun berdasar undang-undang yang berlaku.

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata
dan sesuai dengan Syari’ah, dalam hal ini Bank
memberikan  kesanggupan manfaat berupa
keamanan barang yang berada dalam kotak
penyimpanan Safe Deposit Box, ada beberapa
aturan yang diberlakukan di Bank Syariah Mandiri
KC Bintaro, yaitu pihak Bank tidak melihat
barang apa yang di masukkan kedalam kotak
penyimpanan, schingga keamanan  dapat
terjamin.

e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian
rupa untuk menghilangkan Jahalah
(ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa, manfaat dari penggunaan kotak
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penyimpanan Safe Deposit Box sudah sangat jelas
seperti keterangan yang sudah diuraikan diatas.

f. Spesifikasi imanfaat harus dinyatakan dengan jelas,

termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali
dengan sspesifikasi atau identifikasi fisik yang
sudah sesuai praktiknya.

g. Sewa atau upah adalah sesuatu janjikan bayar
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran
manfaat. Sesuatu dapat jadikan harga dalam jual
beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam
fjarah pada poin ini sudah jelas mengenai harga
bayar nasabah kepada LKS.

h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek
kontrak, pembayaran sewa pada BSM
menggunakan uang tidak menggunakan bentuk
yang lain.

1. Kelenturan (flexzbility) dalam menentukan sewa
atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu,
tempat dan jarak, pada praktiknya sewa kotak
penyimpanan Safe Deposit Box minimal waktu
yang di gunakan yakni 1 tahun atau 12 bulan.

Dari uraian di atas mengenai rukun dan syarat
yjarah pada Bank Syariah Mandiri dalam hal
praktiknya sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-

MUI Nomor: 09 tahun 2000 Pembiayaan zarab,

meski ada beberapa hal mengenai adanya akad wadiah

yad dhamanah dan juga akad rabn akan tetapi akad
tersebut adalah sebagai pendukung atau penguat
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akad ijarah yang dipakai pada produk Safe Deposit
Box.
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BAB VI
IMPLIKASI SAFE DEPOSIT BOXPADA
PERBANKAN SYARIAH

Mekanisme penyelenggaraan  Safe Deposit Box di PT.Bank

Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan,

dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1.

Nasabah harus memiliki tabungan dengan minimal saldo
30 juta dan tidak boleh digunakan selama 1 tahun.
Nasabah mengisi formulir pendaftaran aplikasi Safe
Deposit Box

Menandatangaini formulir, yang menyatakan tentang
petjanjian tidak menggunakan safe deposit box (SDB)/
BSM safe deposit box (BDB) yang disewanya untuk
menyimpan barang-barang yang dilarang menurut
Undang-Undang.

Nasabah membayar uang jaminan sebesar Rp.
400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan
ketika saat permohonan penyewaan SDB/BDB.

Akad yang digunakan pada Aplikasi Safe Deposit Box di

PT.Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang

Selatan, menggunakan akad Jjarah (Petjanjian sewa-menyewa)

sebagai akad utama, akad tersebut dilakukan dengan dua cara

lisan dan tulisan, berupa klausul akad petjanjian dan sudah

sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun pada praktiknya ada

dua akad khusus yang digunakan oleh pihak PT.Bank Syariah
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Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan, untuk
menguatkan akad perjanjian sewa-menyewa (ljarah), yaitu

akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan akad Rabn (Jaminan).
Adapun proses Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dilakukan pada

saat menaruh barang pada box, selanjutnya akad Rabn
digunakan pada kunci boxnya dengan pertangguhan sebesar
Rp. 400 ribu rupiah sebagai jaminan kunci boxnya.
Implementasi safe deposit box syariah di Bank Syariah
Mandiri Bintaro menunjukkan upaya lembaga keuangan
untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin menjaga aset
mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
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